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ABSTRAK
Nama : Alim Bahri Usmadi
Nim : 10200108007
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Pemerintah Daerah dalam
Pengembangan Ekonomi Sektor Produksi dan Distribusi Pangan
(Studi pada Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba)
Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat terhadap Peranan
Pemerintah Daerah  dalam Pengembangan  Ekonomi Sektor Produksi dan Distribusi
Pangan pada Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai peranan
pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi
pangan pada Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Untuk
memperoleh data digunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis
data menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar yang
menjadi pelaku ekonomi pada sektor produksi dan distribusi pangan berjenis kelamin
pria, sebagian besar pekerjaannya petani, dengan umur sebagian besar  >35 tahun.
Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Pemerintah daerah dalam pengembangan
ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan pada Desa Mattoanging Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Arah kebijakan pengembangan ekonomi
mengacu pada peningkatan sistem produksi dan distribusi pangan, penentuan sikap
dalam rangka menjaga ketahan pangan dan Pengawasan konversi lahan pertanian,
penggunaan teknologi dan pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan peningkatan ekonomi didaerah
khususnya peningkatan kualitas pada sektor produksi dan distribusi pangan,
pemerintah daerah lebih berkontribusi dan memperhatikan keunggulan komoditi
pangan didaerah, sehingga ketahanan pangan merupakan salah satu indikator yang
harus dimiliki oleh daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan didaerah.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi nasional merupakan proses perubahan struktural
yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan adalah merupakan
proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur
dan sejahtera. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya
produksi, distribusi dan komsumsi seiring dengan meningkatnya pendapatan.
Pendapatan meningkat sebagai dari hasil produksi yang meningkat pula. Proses
natural tersebut dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan dapat
dipenuhi,yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termamfaatkan secara penuh,
setiap orang memiliki kemampuan yang sama, dan masing masing pelaku
bertindak rasional.1
Salah satu agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009
adalah meningkatnya kesejahteraan ummat. Upaya yang dilakukan yang lain
melalui pemberdayaan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,
pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) serta program nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM). Bila dilihat secara empiris, pada masa orde
1 Euias Amalia,Keadilan Distributif  Dalam Penguatan Peran LKM dan UKM di
indonesia, (Cet.I; Yogyakarta: Raja Grafindo Persada , 2001), h. 3.
1
2baru telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan yang
sangat neo-liberalis.2
Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijakan pengelolaan ekonomi dan
keuangan negara serta target stabilisasi politik yangbersifat repressif oleh
pemerintah pusat. Strategi pembangunan demikian dimaksudkan agar  tercapai
peningkatan ekonomi yang spektakuler yang kemudian akan menciptakan
lapangan kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme tricking- down
effeck. Hal ini menjadi kebijaksanaan pemerintah orde baru  untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa strategi tersebut
telah memberikan hasil, namun hal demikian bukanlah merupakan langkah
efektif. Karna hal ini menandakan pembangunan ekonomi hanya dilihat dari
peningkatan dan pertumbuhan output,tampa melihat kemampuan partisispasi
masyarakat dalam pembangunan.
Masyarakat ekonomi lemah perlu memiliki kesempatan untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan partisipasi
dalam pembangunan nasional. Ini merupakan agenda pembangunan dan tanggung
jawab pemerintah yang harus menjadi perhatian.
Eksistensi pemerintah  seyogyanya berperang aktif dan strategis dalam
upaya pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya peningkatan produksi,
distribusi dan komsumsi. Karna pada dasarnya pemerintahlah yang memiliki
peran sentral terkait dengan kebijakan strategis, seperti dengan adanya upaya
2 J. Price Gittinger, penerjemah: Slamet Sutomo dan komet Mangiri.
Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian,( Cet. I; Bandung: Hardika Ekspres,
2008), h.53.
3penambahan modal kerja untuk meningkatkan produksi atau membuka jaringan
(line) dengan pihak asing untuk berinvestasi.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi tidak hanya dilakukan dengan sekedar pendekatan proyek yang bersifat
sementara, tetapi hendaknya dilakukan secara konsisten, berkelanjutan (contynu),
dan sistematis. Produksi dan distribusi pangan merupakan salah satu subsistem
ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat
terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat
tidak akan terpenuhi. 3
Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien
dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan
masyarakat. Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap kelangkaan
bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya
akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.
Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata
sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat, sedangkan akses pangan adalah ke mampuan
rumah tangga untuk dapat menjangkau/mendapatkan pemenuhan kebutuhan
pangan sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman, keragaman untuk menunjang
hidup yang aktif, sehat dan produktif.
3 J. Price Gittinger, penerjemah: Slamet Sutomo dan komet Mangiri. Analisa
Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian,(Cet. I; Bandung: Hardika Ekspres, 2008), h.78.
4Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan
dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Masih adanya penduduk miskin, daerah rawan pangan, produksi pangan
dihasilkan tidak merata antar wilayah dan sepanjang waktu, potensi SDA yang
berbeda di masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap distribusi dan
pasokan bahan pangan4. Kondisi ini, pada akhirnya akses pangan bagi setiap
individu rumah tangga akan semakin menjadi rendah apabila ketersediaan pangan
setempat terbatas, pasar tidak tersedia, transportasi terbatas, pendapatan rendah,
pendidikan terbatas, pengangguran tinggi, budaya setempat belum memadai.
Oleh karna itu, peranan produksi dan distribusi pangan yang terjangkau
dan merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan
akses pangan bagi setiap rumah tangga di dalam memenuhi kecukupan
pangannya.
Arah kebijakan dan program distribusi pangan di tingkat daerah adalah
dalam rangka untuk mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien
sehingga dapat dijangkau secara merata untuk memenuhi akses pangan
masyarakat sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan beragam untuk
mendukung hidup yang aktif, sehat dan produktif. Implementasi kebijakan dan
program tersebut diatas, ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat  sehingga
memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dikuasai
serta dikembangkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan para pihak
4 Bustamil Arifin, Pangan dalam Orde Baru, (Cet I; Jakarta: Wahana,
2000),h.139.
5sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka untuk mewujudkan
ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Penanganan distribusi di daerah sentra produksi pangan, dikembangkan
pengaturan cadangan pangan, pengaturan distribusi pangan serta stabilisasi harga
sehingga produksi yang dihasilkan dapat didistribusikan secara merata di tingkat
wilayah dengan harga yang stabil sepanjang waktu.
Selanjutnya untuk distribusi di daerah konsumen pangan dengan tingkat
akses pangannya dikatagorikan rendah, dikembangkan pengaturan cadangan
pangan, pengaturan distribusi pangan dan akses pangan produktif, sehingga bahan
pangan dapat didistribusikan secara efisien serta mendorong tumbuh
berkembangnya optimalisasi peningkatan produksi setempat. Di dalam penerapan
kegiatan-kegiatan tersebut, pemantauan perkembangan distribusi dan harga
pangan terus dikembangkan sehingga setiap saat dapat diketahui terjadinya
perubahan gejolak pasokan pangan dan harga dalam rangka merumuskan
kebijakan upaya mengatasi penanganannya5. Ketahanan pangan dalam sistem
Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan
pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan
kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara
menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar
5 Ahmad Sutarmadi, Ekonomi islam Dan masalah kemasyarakatan, (Cet,1;
jakarta: Kalimah Badri Yatim,1999), h. 64.
6kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki
gaya hidup tertentu.
Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan
menentukan ketahanan pangan Daulah. Selain itu, ketersediaan dan
keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya
terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh
pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi
tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia.
Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan
pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri. Sebab jika pangan pokok dan
pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain
melalui impor hal itu bisa membuat nasib negar tergadai pada negara lain.
Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap
politik, kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impr juga berpengaruh
pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis.
Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistens negara sebagai negara
yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan. Negara dalam
pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh
urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri (ri’âyah su`ûn al-ummah). Islam
mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain
7kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan
dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu.6
Rasul saw bersabda:
…  ِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﺎِﺑ َﻰﻟَْوأ َﻣَو ،ِﮫِﻠَْھَِﻸﻓ ًﻻﺎَﻣ َكََﺮﺗ ْﻦَﻣ ،ْﻢِﮭُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ َﻦﯿ ﱠﻲَﻠَﻋَو ، ﱠﻲَﻟِﺈَﻓ ،ﺎًﻋَﺎﯿِﺿ َْوأ ًﺎﻨْﯾَد َكََﺮﺗ ْﻦ ...
“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa
yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan
hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi
kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban).
Untuk menyediakan lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat, Negara
bisa menempuhnya dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung
artinya negara secara langsung membuka lapangan kerja dengan membuka
proyek-proyek pembangunan khususnya proyek padat karya. Kesempatan kerja
justru lebih banyak bisa diberikan oleh negara secara tidak langsung. Jadi bukan
negara yang secara langsung membuka lapangan kerja, tapi masyarakatlah yang
membuka lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang mereka lakukan. Agar
kesempatan kerja bisa terbuka seluas-luasnya melalui cara ini, negara harus
mewujdukan dan menjamin adanya iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat.
Terdapat kecenderungan bahwa pendekatan ekonomi dengan pendekatan proyek
hanya berorentasi pada pemamfaatan anggaran yang ada dan cenderung bersifat
mencari keuntungan (profit oriented).7
Berdasarkan hal tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan
dengan pendekatan yang disebut dengan “resources based management” yakni
6 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank
Syariah. t.t: Bank Indonesia,1999.
7 Sutarmadi Ahmad,islam Dan masalah kemasyarakatan, ( Cet. I; jakarta: Kalimah Badri
Yatim,1999), h. 49.
8pengembangan ekonomi yang bertolak dari potensi-potensi transpormatif yang
berda padag lingkungan kecil pada lingkungan masyarakat. Dalam kerangka ini,
kelompok swadaya masyarakat yang berkembang ditengah masyarakat sebagai
bentuk binaan tidak ditetapkan sebagai objek melainkan sebagai mitra.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagaimana persepsi masyarakat tehadap peranan pemerintah dalam
pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan Desa
Mattoangin Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi persepsi masyarakat
terhadap peranan pemerintah daerah dalam  pengembangan ekonomi
sektor produksi dan distribusi pangan pada Desa Mattoangin Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba?
C. Definisi Operasional
Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Persepsi Masyarakat
Tehadap Peranan Pemerintah Daerah Dalam  Pengembangan Ekonomi Sektor
Produksi Dan Distribusi Pangan.” Untuk menghindari kekeliruan penafsiran
pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang
terkandung dalam judul. Maka penulis akan menjelaskan definisi operasional
judul sebagai berikut:
91. Persepsi
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu
suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat
indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi
merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian
diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang
diindera. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya
pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan
integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam
diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif
berpengaruh dalam proses persepsi.8
Menurut Gibson dalam Mahmudah bahwa persepsi merupakan proses
mental yang kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan dan memahami
informasi tentang lingkungan, baik untuk penglihatan (pendengaran, perasaan dan
penciuman).9
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi
merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu
melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat
memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses
8 Ghozali, H. Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
9Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (t.t:
Bank Indonesia, 1999), h. 123.
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menginterpretasikan stimulus ini biasanya dip engaruhi pula oleh pengalaman dan
proses belajar individu.
2. Masyarakat
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang
yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana
sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut.
Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak.
Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan
antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen
(saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk
mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang
teratur. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat
dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta
sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia
kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.
3. Pemerintah
Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Government
(bahasa Inggris) atau Gouvernement (bahasa Perancis). Semuanya berasal dari
bahasa Yunani yaitu Kuberman, yang berarti mengemudikan kapal.10
Pemerintah adalah seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut
hukum negaranya. Pemerintah dalam arti luas merupakan gabungan dari seluruh
10 Kuncoro,.” Otonomi daerah”. (Cet,I; Jakarta: fokusmedia, 1995), h. 334.
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alat perlengkapan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah yaitu badan eksekutif, yang
meliputi kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri atau dewan menteri.
Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintahan dalam arti luas, yaitu
gabungan seluruh badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara yang
meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
4. Pengembangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam
jangka panjang.11
5. Sektor
Pengertian Sektor Kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang
mempunyai persamaan atau ciri serta tujuannya (Kunarjo, 2002).
6. Produksi
Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan
barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai
setiap tindakan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah ‘nilai’ guna
suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian,
11 Musni Umar, Terobosan pemiliha ekonomi Indonesia, (Cet I; Jakarta:
Forum Kampus Kuning, 2002), h.41.
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tidak semua kegiatan/ proses produksi adalah berupa perubahan bentuk suatu
barang.12
7. Distribusi
Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen
ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut
diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility)
waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.
8. Pangan
Menurut Peraturan Pemerintah  RI nomor 28 tahun 2004 pangan adalah
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun
yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau
pembuatan makanan atau minuman.13
D. Tinjauan Pustaka
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul peneliti, diantaranya:
12 Pratama Rahardja, Mandala Manurung, pengantar Ilmu Ekonomi
(Mikroekonomi dan Makroekonomi). (Cet I; Jakarta: Kencana,1999), h.242.
13 Beddu Amang, M. Husein Sawit, Kebijakan Beras dan Pangan
Nasional. (Cet,I; Jakarta: Pelita Wahana, 1995), h.21.
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1. Bustamil Arifin, Pangan dalam Orde Baru. Buku ini terdiri dari sebelas bab,
pada bab pertama membahas tentang peranan beras dalam struktur
perekonomian Indonesia. Pada bab ke II dan III dibahas secara rinci tentang
perkembangan berbagai kebijaksanaan pemerintah disektor pangan terutama
beras. Pada bab ke IV dan V mengupas tentang aspek komsumsi dan
produksi, rincian tentang upaya peningkatan produksi beras hingga mencapai
swasembada dibahas pada bab VI. Selanjutnya pada bab VII,VIII dan IX
merupakan bab yang menyangkut masalah internasinal trade dan dampak dari
perundingan perundingan GATT. Dan terakhir adalah pada bab X dan XI
yaitu membahas secara spesifik tentang bulog yang meliputi tentang aspek
keunangan yang dibahas juga dibahas tentang  kemungkinan peranan bulog
dimasa depan.  Buku ini adalah kumpulan pengalaman, sehingga dapat juga
menjadi catatn sejarah ekonomi pangan selama orde baru. Meskipun demikian
penulisannya bergaya populer, namun tetap dicoba untuk tidak mengabaikan
kaidah-kaidah ilmiah.
2. J. Price Gittinger, penerjemah: Slamet Sutomo dan komet Mangiri. Analisa
Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian.  Buku ini membahas tentang peningkatan
pertumbuhan dan efesiensi sektor pertanian dan daerah pedesaan yang sedang
berkembang berkaitan erat dengan partisipasi mereka dalam berbagai kerja
sama internasional.
3. Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Ekonomika Pembangunan. Buku ini
membahas tentang  masalah sentaral yang sering menjadi ajang perdebatan
dalam ekonomi pembanguan termasuk masalah kelembagaan, dualisme,
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pertumbuhan versus pemerataan, urbanisasi dan pertumbuhan kota, dan
UMKM. Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia pada khususnya
perdagangan internasional, pembangunan industri, pembangunan perkotaan
dan pedesaan, pembangunan sektor keuangan utang luar negeri dan
pembiayaan juga merupakan topic pemnahasan dalam buku ini.
4. Pratama Rahardja, Mandala Manurung, pengantar Ilmu Ekonomi
(Mikroekonomi dan Makroekonomi). Bukun ini bertujuan memberikan
konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Pada bagian mikro ekonomi membahas
tentang mekanisme pasar, perilaku konsumen, teori produksi dan biaya,
struktur pasar (berbagai bentuk pasar). Sedangkan pada bagian makro
ekonomi menjelaskan tentang pengertian perekonomian secara agregat,
dimulai dengan konsep pendaatan nasional teori komsumsi an investasi.
Dijelaskan pula mengenai kebijakan moneter dan fiskal sampai sistem
ekonomi.
5. Beddu Amang, M. Husein Sawit, Kebijakan Beras dan Pangan Nasional.
Buku ini memberikan informasi tentang berbagai kebijakan pangan khususnya
beras dalam periode pemerintahan orde baru dan reformasi. Titik berat uraian
dalam buku ini adalah mencakup kebijakan distribusi dan perdagangan pangan
umumnya dan beras khususnya, peranan stabilisasi harga beras dan
ongkosnya, perubahan kebijan serta pengaruh ketidak stabilan nilai tukar
rupiah terhadap kinerja kebijakan konvensional.
6. Lincoling Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah.Buku ini menyajikan kecepatan dinamika perubahan persepsi tentang
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pembangunan ekonomi daerah yang telah memicu adanya perencanaan,
pembangunan daerah sektoral dan adanya tekhnik perencanaan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai adalah:
a. Menjelaskan peranan Pemerintah Daerah dalam  pengembangan Ekonomi
Sektor Produksi Dan Distribusi pangan di Desa Mattoangin Kecamatan
kajang kabupaten Bulukumba.
b. Menjelaskan persepsi masyarakat tehadap peranan pemerintah dalam
pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan Desa
Mattoangin Kecamatan kajang kabupaten Bulukumba.
c. Menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Persepsi
Masyarakat Terhadap peranan Pemerintah daerah Dalam  pengembangan
Ekonomi Sektor Produksi Dan Distribusi pangan  Desa Mattoangin
Kecamatan kajang kabupaten Bulukumba.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang
persepsi masyarakat tehadap peranan pemerintah dalam  pengembangan ekonomi
sektor produksi dan distribusi pangan Desa Mattoangin Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya
untuk:
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a. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syariah
dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar, dan juga menambah
pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang
diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Syariah dan Hukum
jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar, selain itu penulis
dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.
b. Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan
yang dijalankan sehari-hari. Terutama dalam kaitannya dengan masalah peranan
pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi sektor produksi dan
distribusi pangan agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan yang baik tehadap
pemerintah atau instansi tersebut.
c. Bagi pihak lain
Untuk menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau
referensi dalam penelitian lebih lanjut.
F. Garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa
garis besar isi skripsi sebagai berikut:
Bab pertama pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
pengertian judul, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis
besar isi.
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Bab kedua tinjauan pustaka, penulis akan membahas tentang gambaran
umum peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi
dan distribusi pangan pada Desa mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba.
Bab ketiga metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan
tentang jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, serta
metode pengolah dan analisis data.
Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang
gambaran singkat instansi pemerintahan Desa Mattoangim Kecamatan Kajang
Kabupaten bulukumba, serta mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadapa
peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan
distribusi pangan pada Desa Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadapa
peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan
distribusi pangan pada Desa Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba.
Bab kelima penutup merupakan rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan
dalam kesimpulan hasil penelitian dan implikasi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Persepsi
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu
suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat
indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi
merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian
diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang
diindera. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya
pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan
integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam
diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif
berpengaruh dalam proses persepsi.1
Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku,
Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan
oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap
obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian
arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu
memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara
individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat reaksi setiapa orang yang
berbeda-beda sekalipun stimuli yang dihadapi adalah bentuknya, tempatnya, dan
1 Muhammad Mufli, Perilaku komsumen dalam Persfektif ilmu Ekonomi Islam
(Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 92.
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waktunya halm ini dikarenakan komposisi setiap orang  berbeda dalam
menunjukkan kemampuan kualitas berfikir dan keakuratan dalam mengabil
tindakan. Kaitan ini sifatnya sangat individual.2
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi
merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu
melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat
memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses
menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan
proses belajar individu.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi
2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.3
1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat
dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :
 Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi
yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk
memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk
mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap
lingkungan juga dapat berbeda.
 Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk
memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental
2 Supranto, Pengukuran tingkat Kepuasan Pelanggang: Untuk Menaikkan
Pangasa Pasar (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta), h. 44.
3 Oka A. Yoeti, Perencanaan strategis Pemasaran: Daerah Tujuan Wisata (Cet.
II; Jakarta: Pradya Paramita, 2005), h. 125.
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yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga
perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan
mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
 Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa
banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk
mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang
untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan
sebagai minat.
 Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya
seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat
memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
 Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada
ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-
kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
 Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini
menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat
mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan
mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari
linkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut
dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan
mempengaruhi bagaimana seseoarang merasakannya atau menerimanya.
Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :
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 Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan
bahwa semakin besrnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah
untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan
dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk
perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
 Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih
banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan
dengan yang sedikit.
 Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya
dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan
individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
 Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi
makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang
hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu
obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
 Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian
terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan
dibandingkan obyek yang diam.
C. Peranan Pemerintah Daerah
Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua
pengertian yuridis, yakni:
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1. Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama
negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala
negara.
2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan
atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara).
Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan,
kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan
atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam
negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan)
melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga
legislatif maupun atas inisiatif sendiri.
Administrasi (negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan
kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum
untuk melakukan tindakan-tindakan, baik di lapangan pengaturan maupun
penyelenggaraan administrasi (negara).  Pemerintah tidak lain adalah yang
berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak
menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu
batas wilayah tertentu.
Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk
birokrasi.Tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan
kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Birokrasi itu
sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
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1. Birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai tradisional yang
tidak memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan
urusan pribadi pejabat.
2. Birokrasi modern (rasional) dicirikan dengan adanya spesialisasi, hukum,
pemisahan tugas dinas dan urusan pribadi.
Lebih jauh berkaitan dengan birokrasi publik di Indonesia, Miftah Thoha
(Miftah Thoha, 2000: 4-5) memberikan catatan tentang restrukturisasi dan reposisi
birokrasi publik. Sekurangnya terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu
aspek penegakan demokrasi, aspek perubahan sistem politik, dan aspek
perkembangan teknologi informasi.
1. Aspek Penegakan Demokrasi: Prinsip demokrasi yang paling urgen adalah
meletakkan kekuasaan pada rakyat dan bukan pada penguasa. Oleh karena itu
struktur kelembagaan pemerintah yang disebut birokrasi tidak dapat lepas dari
kontrol rakyat. Wujud kekuasaan dan peran rakyat ialah bahwa pada setiap
penyusunan birokrasi harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-
undang, rakyat terlibat dalam mendesain dan menetapkan lembaga-lembaga
pemerintahan atau birokrasi di pusat maupun di daerah.
2. Aspek Perubahan Sistem Politik: Era reformasi saat ini sungguh menghadapi
persoalan kondisi mental, sikap dan perilaku politik warisan rezim terdahulu
terutama dalam kerangka single majority Golongan Karya. Pada masa orde
baru semua posisi jabatan dalam organisasi publik ditempati oleh kader-kader
Golkar. Oleh karena itu tidak dapat dibedakan manakah yang “birokrat tulen”
dan manakah “birokrat partisan” Struktur organisasi publik berkembang antara
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pejabat birokrasi dan pejabat politik. Semua organisasi pemerintah dikaburkan
antara jabatan karier dan nonkarier, antara jabatan birokrasi dan jabatan
politik.
3. Aspek Perkembangan Teknologi Informasi: Kemajuan jaman dan perubahan
global telah menjadikan cara kerja suatu birokrasi dengan menggunakan
teknologi informasi. Cara demikian telah menciptakan “birokrasi tanpa batas
dan tanpa kertas” Berdasarkan kondisi demikian, maka tatanan organisasi
akan berubah menjadi lebih pendek dan ramping. Sesuai dengan asas
demokrasi, kewenangan birokrasi menjadi tidak hanya berada pada tataran
penguasa melainkan tersebar dimana-mana (decentralized). Birokrasi tanpa
batas dan tanpa kertas telah menjadikan birokrasi tidak lagi secara tegas
mengikuti garis hirarki. Struktur organisasi bersifat ad-hoc, komite, dan matrik
akan menjadi model organisasi mendatang, yang sering disebut sebagai
organisasi struktur logis (logical structure).
Menurut Max Weber (Dahl, 1994:13), pemerintah tidak lain adalah yang
berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak
menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu
batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan
dibentuk birokrasi.Sedangkan tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang
membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran
Pada suatu pemerintahan terdapat fungsi legislasi. Fungsi legislasi secara
umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau
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pembuatan kebijakan.4 Mengacu pada pengertian ini, kewenangan legislasi
sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh
institusi-institusi lain seperti eksekutif serta yudikatif. Akan tetapi kajian modul
ini hanya akan berfokus pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
Sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2003 (tentang Susunan Dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), DPRD merupakan
sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga
pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam UU nomor 32 tahun 2004
(tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan DPRD sebagai lembaga perwakilan
rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara
pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. 5
Untuk fungsi legislasi sendiri, terdapat beberapa peraturan perundangan
yang mengatur pelaksanaan fungsi ini, antara lain:
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib DPRD
4 Kuncoro,” Otonomi daerah”.( Cet,I; Jakarta: fokusmedia),h.199.
5 Abu Ahmadi, H. Ilmu Sosial Dasar, (Cet,I; Jakarta: Presindo,2003),h.39.
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Fungsi legislasi dari DPRD adalah bersama-sama dengan Kepala Daerah
membuat dan menetapkan Perda, yang berfungsi sebagai:
1. Perda sebagai arah pembangunan
Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan
seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah
dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh konkritnya adalah Perda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategik Daerah
(RENSTRADA).
2. Perda sebagai Arah Pemerintahan di Daerah
Sesuai dengan Tap MPR Nomor XI tahun 1998 serta UU Nomor 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka
ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
Dalam penerapan asas tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bersih dan bebas dari KKN, maka asas-asas tersebut merupakan acuan dalam
penyusunan Perda sebagai peraturan pelaksanaannya di daerah.
Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang
diwujudkan dengan menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) bersama-sama pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi
penganggaran tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, bukan reaktif,
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dan bukan hanya sebagai lembaga legitimasi usulan APBD yang diajukan
pemerintah daerah. 6
Pengawasan adalah mutlak diperlukan, sebab pengawasan merupakan
salah satu kegiatan dalam rangka upaya pencegahan. Jadi norma pengawasan
harus benar-benar diatur secara rinci, sistematis, dan jelas, baik menyangkut
instansi/pajabat pangawas, obyek pengawasan, prosedur (tata cara), koordinasi,
persyaratan, dan akibat pengawasan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha ini sekurang-kurangnya meliputi 3
(tiga) aspek, yaitu:
1. Pemantauan penaatan (compliance monitoring).
2. Pengamatan dan pemantauan lapangan.
3. Evaluasi.
Paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan
daerah dalam otonomi daerah menurut Bagir Manan (2002) yaitu hubungan
kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang
timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Dikaitan dengan topik
kajian ini yang, maka uraian berikut akan lebih menitik beratkan pada hal-hal
yang berkaitan dengan pengawasan.
Hubungan kewenangan, antara lain bertalian dengan cara pembagian
urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga
daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas
6 Labolo, Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori,
Konsep, dan Pengembangannya (Cet,I; Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h.157.
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atau otonomi luas.  Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama,
urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan
pengembangannya diatur dengan cara tertentu pula. Kedua, sistem supervisi dan
pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan
kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus
rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan
daerah dilakukan sepihak oleh Pusat, sehingga dapat menimbulkan pengaruh pada
keuangan daerah. 7
UU Nomor 22 Tahun 1999 sangat mengendorkan sistem pengawasan.
Dalam Penjelasan Umum angka 10 menyatakan n“Sedangkan pengawasan lebih
ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberi kebebasan kepada
daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada
DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap
pelaksanaan otonomi daerah.” Karena itu peraturan daerah yang ditetapkan daerah
otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang
berwenang. Meniadakan syarat pengesahan (preventief toezicht) dapat
menimbulkan masalah hukum yang rumit.
D. Pengertian Pengembangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
7 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik.(Cet,I;Jakarta:
PT.Garamedia Pustaka Utama,2004),h.104.
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Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro
ekonomi dalam jangka panjang.
Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat
pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.
Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari
pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan
ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).
E. Pembangunan Ekonomi Menurut Pandangan Islam
Pemikiran Islam mengenai Konsep Pembangunan, tercakup dalam kata
bahasa Arab yaitu ‘imâroh ( ٌةَرﺎَﻤِﻋ) atau ta’mîr (  ٌﺮْﯿِﻤَْﻌﺗ), keduanya berasal dari
kata‘amaro (  َﺮَﻤَﻋ), demikian juga kalimat “ista’marokum” ( ْﻢُﻛَﺮَﻤَْﻌﺘْﺳِا), dalam Q.S.
Hûd: 61, yang berarti bahwa manusia diminta untuk memakmurkan, atau manusia
diciptakan untuk tujuan hidup makmur sejahtera. Dan pembangunan ekonomi
berlandaskan konsep al-Dharûriyyât al-Khams , pemeliharaan keselamatan agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta, memprioritaskan sektor produksi terkait dengan
pemenuhan hak dasar kebutuhan ekonomi masyarakat, dan dalam prakteknya
harus disertai anggaran dana secara proporsional agar menghadirkan pemerataan
distribusi kekayaan dan kesejahteraan. Jika tidak, maka menurut al-Şadr, Syauqî
al-Fanjarî, Sahyuti dan Amelia Maika, akan terjadi problem ekonomi berupa
kemiskinan dan pengangguran.8
8 Rasyid, Ryas. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan
Kepemimpinan). Jakarta : PT Yasrif Watampone. 1997.
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Kalimat ista’mara (  َﻤَْﻌﺘْﺳا َﺮ ) bermakna permintaan atau perintah bersifat
mutlak dari Allah agar manusia menghadirkan kemakmuran, dengan melakukan
pembangunan, hukumnya wajib. Pemakmuran hidup di muka bumi mustahil bisa
dicapai jika tanpa ‘kerja’, dengan pengertian menghasilkan nilai ekonomi dan
sosial yang baru, sebagai kontribusi terhadap proses pemakmuran dan pencapaian
kesejahteraan bersama.
Khursyîd membedakan pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam
dari pemahaman kapitalis, secara prinsipil pemahaman Islam tentang
pembangunan berlandaskan tauhid dan ketuhanan serta konsep kekhalifah-an.
Syauqî Ahmad Dunya menambahkan bahwa pembangunan ekonomi menurut
Islam dan ekonomi umum tidak ada perbedaan, kecuali adanya faktor keikhlasan
ibadah dalam Islam.
Membangun sebagai implementasi ibadah, sinkron dengan ketentuan
bahwa “setiap amal saleh adalah ibadah” bersifat produktif, kontributif, menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar minimal bagi kehidupan setiap individu anggota
masyarakat; sebaliknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka hal tersebut
tergambar oleh adanya kemiskinan yang tidak tertanggulangi, disebabkan adanya
tindakan atau prilaku “kontraproduktif” sebagian individu masyarakat yang tidak
“bekerja”.
Kerja merupakan merupakan unsur pokok ‘pemakmuran bumi’, sebab ia
menyatu dengan faktor keadilan distribusi, bagian dari pembangunan menurut
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Islam. 9Dimana dalam kondisi normal, seseorang hanya mendapatkan akses
kepada distribusi hasil, berdasarkan kontribusinya terhadap pertambahan produk
dan nilai yang dihasilkannya melalui kerja. Dan justru hal inilah yang menjamin
terjadinya pertumbuhan dalam proses pembangunan. Sesuai dengan pengertian
“kerja” menurut Islam bersifat produktif, sedangkan sebaliknya segala tindakan
prilaku “kontraproduktif”, di luar pengertian kerja.
Selanjutnya berdasarkan alasan fungsi sentral unsur kerja dalam
pembangunan, maka dipandang perlu dikemukakan secara ringkas bawa:
pengertian ‘pekerjaan’ dalam bahasa Arab adalah al-‘amal ( ُﻞََﻤﻌﻟا) adalah seseorang
yang mengerjakan suatu pekerjaan, jika ia melakukannya dengan sengaja;
diartikan juga sebagai perbuatan. Pekerja adalah orang yang bekerja dalam suatu
pekerjaan atau pembuatan –suatu barang maupun jasa–; menjadikan sesuatu. atau
sesuatu yang dilakukan, diperbuat seseorang dengan sengaja.
Pengertian menurut istilah adalah segala sesuatu berasal dari bekerja atau
gerakan bagian tubuh manapun, dengan kemauan atau tanpa kemauan, bisa
berasal dari benda mati, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Juga digunakan dalam
pengertian gerak-gerik tingkah laku manusia, seperti ‘amal ma’ruf ‘. Mencakup
segala manfa’at kegunaan dari hasil yang dilakukan manusia, dengan
mendapatkan imbalan; segala pekerjaan yang memberikan manfaat bagi manusia
di dunia dan di akherat; Tenaga jasmani dan akal yang dikeluarkan oleh manusia
9 Syafei, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan,(Cet,I; Bandung : Refika
Aditama2005),h.67.
32
dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariah, untuk mendapatkan penghasilan
memenuhi kebutuhan hidup”.
Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam adalah pengembangan
produksi dan kekayaan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi
seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan dalam pembangunan mampu
memenuhi kebutuhan dasar serta menanggulangi kemiskinan.
Ketika menjalankan pembangunan ekonomi hal pertama yang harus jelas
adalah bagaimana konsep yang digunakan.  Begitu pula suatu konsep ekonomi
yang telah diadopsi seperti di Indonesia, maka harus ada evaluasi untuk menilai
apakah konsep yang diimplimentasikan tersebut benar dan mampu memecahkan
masalah ataukah justru sebaliknya.
Dalam realitasnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia
ternyata tidak dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Waktu 65 tahun
kemerdekaan, potensi SDM, SDA, luas wilayah, dan posisi yang strategis tidak
dapat digunakan untuk memecahkan problem ekonomi kita, justru permasalahan
semakin kompleks dan besar. Untuk itu harus ada penggalian konsepsi ekonomi
yang baru untuk menggantikan konsepsi yang sudah ada. Ekonomi Islam
merupakan salah satu konsepsi ekonomi yang patut dipertimbangkan untuk
menggantikannya.
1. Konsepsi Syariah
Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau
yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya
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mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan
metode untuk mengaplikasikannya.
Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan
agama kita. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan
pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.10
Dalam hal bagaimana memecahkan problem ekonomi dan membangun
konsepsi ekonomi menurut Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang
monumental an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam mengemukakan pada dasarnya
metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama
dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia
lainnya.11 Artinya dalam seluruh bidang kehidupan manusia beserta problem-
problem yang dihadapinya metode pemecahannya adalah sama, yakni dengan
menerapkan hukum syariah. Yang berbeda hanya bidang atau obyek yang
dihukumi bukan syariahnya.
Inti permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan adalah permasalahan
perolehan kegunaan permasalahan ini berasal dari pandangan kepemilikan,
pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan
manusia dalam rangka mempertahankan hidup. Karena itu diperlukan suatu
mekanisme yang mengatur dan mengarahkan manusia agar dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya secara layak.
10 Lihat Muhammad Muhammad Ismail, Refreshing Pemikiran Islam, (al-Fikru
al-Islamiy), alih bahasa A. Haidar, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2004), hal. 65-69.
11 Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
Islam, (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 45-46.
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Dalam hal ini manusia dipandang sebagai individu yang harus dipenuhi
kebutuhan hidupnya secara menyeluruh sesuai dengan kapasitasnya sebagai
manusia bukan dipandang secara kolektif. Untuk memecahkan permasalahan
ekonomi tersebut an-Nabhani menggariskan perlunya hukum-hukum yang
mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (disebut
juga tiga kaidah perekonomian), serta suatu politik ekonomi dalam rangka
pemecahan permasalahan ekonomi.
Adapun politik ekonomi Islam merupakan pemecahan masalah utama
yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi
tertentu, serta memungkinkan orang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya
dengan gaya hidup tertentu yakni yang berlandaskan syariat Islam.
2. Paradigma Ri’ayah
Paradigma ri’ayah adalah paradigma yang menjadikan pengaturan dan
pemeliharaan urusan rakyat sebagai mindset kebijakan (ri’ayatu as-su’un al-
ummah).12 Maksudnya setiap pemegang kebijakan pemerintahan dia harus
menjadikan kebijakannya dalam rangka pemeliharaan urusan rakyat.  Dalam
konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut
dilakukan menurut syariah. Dengan paradigma ri’ayah kebijakan ekonomi dan
pembangunan serta pengambilan keputusannya berorientasi pada pemenuhan dan
penjagaan urusan ekonomi rakyat dengan standar halal haram. Dengan paradigma
ini juga, maka problem ekonomi dan kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan
12 Lihat Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, (Afkaru Siyasiyyah), alih
bahasa Abu Faiz, cet. i, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 11.
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dari politik. Sebab pengambilan keputusan atas suatu kebijakan ekonomi dan
pembangunan merupakan wilayah kewenangan pemerintahan yang tidak lain
merupakan lembaga politik. Sehingga membahas ekonomi Islam tidak boleh
dilepaskan dari pembahasan tentang politik atau pemerintahan. Dengan kata lain
tidak boleh kita membahas ekonomi dalam sudut pandang Islam tetapi di sisi lain
konsepsi sistem politik yang diadopsi justru konsepsi Kapitalisme dan
sekularisme. Jika ini yang dilakukan maka ekonomi Islam atau apa yang disebut
ekonomi syariah tidak pernah jadi dan tidak pula dapat memecahkan problem
ekonomi.
Dengan paradigma ri’ayah pemerintah memikul tanggung jawab besar
yakni memecahkan problem dan berposisi sebagai perisai yang melindungi rakyat.
Bagaimana tanggung jawab pemerintahan dalam Islam atas rakyatnya
digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berikut ini:
“Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di
jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggung-jawabanku karena tidak
memperbaiki jalan tersebut.”
Dalam konteks kepemimpinan dan pembangunan yang telah dijalankan
selama ini, kita merasakan lambatnya pemerintah melakukan pelayanan terhadap
rakyatnya. Misal bila ada jalan umum yang rusak maka harus menunggu waktu
yang cukup lama untuk memperbaikinya. Kebijakan ekonomi juga terkesan tidak
adil sebab pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan dalam pembangunan yang
mengakibatkan kebijakan lebih berpihak kepada para investor daripada rakyat.
Akibatnya pembangunan justru melahirkan kemiskinan dan ketimpangan.
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3. Pandangan Islam tentang Ekonomi
Menurut an-Nabhani, ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan harta
kekayaan, baik menyangkut kegiatan untuk memperbanyak jumlah kekayaan serta
menjaga pengadaannya yang dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun kegiatan yang
mengatur mekanisme distribusi kekayaan yang dibahas dalam sistem ekonomi.
Berdasarkan hal ini maka pembahasan tentang ekonomi harus dipisahkan
menjadi pembahasan tentang ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.13 Ilmu
ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta
bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya.
Ilmu ekonomi bersifat universal karena merupakan sains murni yang tidak
dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.14 Sedangkan yang dimaksud dengan
sistem ekonomi membahas bagaimana distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta
transaksi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Sistem ekonomi bersifat khas
dan dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.15 Dalam ruang lingkup sistem
ekonomi inilah Islam menetapkan adanya syariat. Dengan demikian, dalam
konsepsi ekonomi Islam hanya berbicara tentang masalah bagaimana cara
memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan bagaimana mendistribusikan
kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan hal ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi
dibangun berdasarkan pada tiga kaidah, yaitu kepemilikan, pengelolaan
13 Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonom, hal. 47.
14 Ibid, hal. 16.
15 Ibid, hal. 66
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kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya
ketiga kaidah ini disebut kaidah perekonomian.
4. Sistem Kepemilikan
Kepemilikan atas kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Allah melalui
hukum-hukum-Nya telah menyerahkannya kepada manusia untuk diatur dan
dibagikan.Kepemilikan dalam Islam meliputi tiga jenis, yakni kepemilikan
individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hukum syara’ atas ketiga
jenis kepemilikan ini berbeda. Kepemilikan individu, merupakan hukum syara’
yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu sehingga siapa saja dapat
memanfaatkan dan memilikinya.
Pengakuan Islam atas kepemilikan individu merupakan pengakuan atas
fitrah manusia itu sendiri yakni naluri mempertahan diri. Namun Islam mengatur
kepemilikan individu sehingga seseorang tidak menzalimi orang lain ataupun
merusak kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dengan aturan ini, maka
individu tidak boleh menguasai aset-aset ekonomi yang termasuk ke dalam
kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin Allah
kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-
benda yang telah dinyatakan oleh Allah untuk suatu komunitas dimana mereka
masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai
oleh individu (swasta).16
16 Soetrisno,Loekman, Menuju Masyarakat Partisipatif,(Cet,I; Penerbit :
Kanisius, Yogyakarta1995), h.137.
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Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu:
 Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat
menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
 Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
 Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki
oleh individu (swasta).
5. Pembentukan Struktur Ekonomi
Problem-problem ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan
merupakan problem yang timbul dari kekacauan struktur ekonomi. Inti
masalahnya terletak pada distribusi kekayaan sehingga untuk memecahkan harus
fokus pada masalah ini. Untuk itu bagaimana pembentukan struktur ekonomi yang
menjadi domain kebijakan negara harus mengacu pada konsepsi ekonomi Islam.
Sedangkan pembentukan struktur ekonomi ini merupakan faktor utama penentu
keberhasilan pembangunan.
Struktur pertama yang harus dirombak adalah struktur sistem kepemilikan.
Pembagian sistem kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan
negara, dan kepemilikan umum merupakan langkah pembentukan struktur
ekonomi yang sangat penting.
Struktur kedua yang harus dirombak adalah yang berkaitan dengan
masalah pengembangan kekayaan atau investasi. Sistem ekonomi kapitalis
menciptakan kegiatan ekonomi berbasis riba dan judi sehingga perbankan dan
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bursa saham menjadi poros ekonomi. Akibatnya ekonomi didominasi sektor
keuangan yang mempercepat tingkat ketimpangan.17
Dalam Islam semua transaksi ekonomi dan pengembangan kekayaan harus
terikat hukum syara’ dengan akad-akad yang syar’i dan adil. Wilayah transaksi
pun hanya berada di sektor riil pada basis-basis kegiatan ekonomi yang dihalalkan
syariah. Tidak ada dikotomi antara sektor riil dan sisi moneter. Sistem moneter
hanya berkaitan dengan sistem mata uang emas dan perak, serta tidak ada kegiatan
ekonomi yang terakit dengan riba, judi, dan spekulasi. Hal ini dinyatakan Allah
dalam QS. Al-Baqarah 275.
Struktur ketiga adalah terciptanya suatu kondisi di mana setiap warga
negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Politik ekonomi Islam harus
menjadi basis kebijakan ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah politik yang
menjamin setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mendorong
mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Politik ini mencegah
kebiijakan negara yang pro pertumbuhan dan pemilik modal, serta anti rakyat
sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini.
Berdasarkan konsepsi ini maka peranan negara menjadi sangat penting
dalam mengaplikasikan ekonomi Islam. Tanpa negara, ekonomi Islam tidak akan
dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembentukan
struktur ekonomi yang adil. Begitu pula tanpa meng-Islamkan negara tidak dapat
juga Islam menjadi poros kebijakan ekonomi dan pembangunan.
17 Salvatore, Dominick, Managerial Economics, dalam Perekonomian
Global. (Edisi Keempat. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta, 2001),h.214.
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F. Pengertian Produksi dan Distribusi
1. pengertian produksi
Dalam pengertian sederhana, produksi berarti kegiatan menghasilkan
barang/ jasa. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna
suatu barang/jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya ialah:
kapas diolah menjadi benang, benang menjadi kain, ban mobil bekas dijadikan
sandal atau pot bunga.
2. pengertian Distribusi
Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan
produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan
konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat
setelah dapat dikonsumsi. 18
Dari apa yang baru saja diuraikan dapat disimpulkan bahwa distribusi
adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan/atau jasa
dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut
distributor.
G. Produksi dan Distribusi dalam Ekonomi Islam
1. produksi dalam persfektif  islam
a. pengertian produksi
Al Qur’an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al
Qur’an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu
18 Samuelson, Paul. A, Ekonomi. (Edisi Kelima Belas. Penerbit PT. Gelora
Aksara Pratama. Jakarta, 2002),h. 85.
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barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu
harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk
memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan manusia, karenanya tenagakerja yang dikeluarkan untuk memproduksi
barang tersebut dianggap tidak produktif.
Namun demikian, Al Qur’an memberi kebebasan yang luas bagi manusia
untuk berusaha memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam
menuntut kehidupan ekonomi. Dengan memberikan landasan rohani bagi
manusia sehingga sifat manusia yang semula tamak dan mementingkan diri
sendiri menjadi terkendali.
Dalam surat al Ma’aarij dijelaskan ada beberapa sifat alami manusia
yang menjadi azas semua kegiatan ekonomi yaitu: “sesungguhnya manusia
diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.”
Sifat tamak manusia menjadikan manusia berkeluh kesah, tidak sabar
dan gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan. Dengan begitu akan
memacu manusia untuk melakukan kegiatan yang produktif. Manusia akan
giat untuk memuaskan kebutuhannya yang terus bertambah, sehingga
akibatnya manusia cenderung melakukan kerusakan (mafsadat) di muka bumi.
Dari sifat dasar manusia yang tamak itu pula menyebabkan manusia
memiliki dorongan yang kuat dan bimbingan serta arahan yang benar dan pasti
akan menjadikan manusia memiliki sifat mulia. Kemajuan manusia akan terus
berlanjut sepanjang mereka terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Daya ciptanya yang tinggi akan terus menghasilkan produk-produk baru dan
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metode serta teknik produksi yang makin sempurna, sehingga mampu menjaga
taraf hidup manusia seiring dengan perubahan zaman.
Keinginan yang tidak terbatas untuk selalu dipenuhi dan memuaskan
kehendak pada manusia semakin lama akan semakin tinggi. Karena itu jika tidak
terdapat arahan yang baik, hal itu akan mendorong manusia melakukan
kerusakan di muka bumi, seperti yang terjadi saat ini. Al-Qur’an memberikan
pandangan hidup yang seimbang. Di satu sisi Islam membantu pertumbuhan
yang sehat dan mulia bagi masyarakat. Di sisi lain Islam memberi
rangsangan terhadap adanya aktivitas produktif. Karena itu Islam membuka
kesempatan bagi riset dan penelitian yang sekiranya dapat meningkatkan
kesejahteraan manusia.
Ada beberapa sabda Rasulullah yang menegaskan pentingnya ikhtiar
untuk memperoleh kebutuhan materi dalam kehidupan, yaitu :
 “Memperoleh penghidupan yang halal merupakan kewajiban yang
paling penting setelah kewajiban menunaikan shalat.”
 “Apabila telah selesai kau tunaikan shalat Subuh, janganlah kamu tidur
hingga kamu sendiri telah berusaha untuk mendapatkan nafkah.”
 “Terdapat dosa-dosa tertentu yang hanya dapat dihapuskan dengan
berusaha secara tetap dalam masalah ekonomi.”
Produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi.
Maksudnya adalah bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi
berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Apa yang
bisa dilakukan manusia dalam “memproduksi” tidak sampai pada merubah
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substansi benda. Yang dapat dilakukan manusia berkisar pada misalnya
mengambilnya dari tempat yang asli dan mengeluarkan atau mengeksploitasi
(ekstraktif). Memindahkannya dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat
yang membutuhkannya, atau menjaganya dengan cara menyimpan agar bisa
dimanfaatkan di masa yang akan datang atau mengolahnya dengan memasukkan
bahan-bahan tertentu, menutupi kebutuhan tertentu, atau mengubahnya dari
satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya dengan melakukan sterilisasi,
pemintalan, pengukiran, atau penggilingan, dan sebagainya. Atau
mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi sesuatu yang baru. Hal itu
semua hanya mengubah kondisi materi, sehingga pada kondisi yang barupun
substansinya tetap tidak berubah.19
Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi
adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat
seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan atas azas
kesejahteraan ekonomi.
Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak
pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan
kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral,
pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi modern,
kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang. Seperti ungkapan Profesor
19 Samuelson, Paul. A, Ekonomi. (Edisi Kelima Belas. Penerbit PT. Gelora
Aksara Pratama. Jakarta, 2002),h. 133.
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Pigou bahwa : “Kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai
bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.”
Dalam sistem produksi Islam konsep kesejahteraan ekonomi digunakan
dengan cara yang lebih luas. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya Doktrin
Ekonomi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari
bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari
hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber
daya secara maksimum –baik manusia maupun benda- demikian juga melalui
ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.
Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya
berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi
juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha
minimal tetapi tetap memerhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang
konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume
produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum.
Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al Qur’an
dan sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan
ekonomi. Demikian pula kita harus memperhitungkan akibat-akibat tidak
menguntungkan yang akan terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan
ekonomi bahan-bahan makanan dan minuman terlarang.
Suatu negara Islam tidak hanya akan menaruh perhatian untuk
menaikkan volume produksi tetapi juga untuk menjamin ikut sertanya jumlah
maksimum orang dalam proses produksi. Di negara-negara kapitalis modern kita
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temukan perbedaan yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh
segelintir kapitalis. Oleh karena itu, sistem produksi dalam suatu negara Islam
harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif; kriteria yang objektif
akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang,
dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi
etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al Qur’an dan
Sunnah.
b.pentingnya produksi
Pentingnya peranan produksi dalam memakmurkan kehidupan suatu
bangsa dan taraf hidup manusia, disebutkan dalam beberapa ayat dan hadits,
seperti : Surat al Qashash ayat 73 :
“Supaya kamu mencari sebagian dari karuniaNya.”.
Surat ar Rum ayat 23 :
“Dan usahamu mencari bagian dari karuniaNya.”
Apabila dikaji secara terperinci dalam AlQur’an, maka kita akan
mendapatkan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh
sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di
dalam Islam.
Dalam berbagai ayat AlQur’an telah merujuk secara singkat berbagai cara
yang dibolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber alam yang tak
ternatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Al
Qur’an bukan hanya membenarkan dan mengakui kenyataan bahwa umat Islam
harus terus berjuang secara sungguh-sungguh dan terus mengingatkan keadaan
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sosial dan ekonomi, tetapi telah juga mendorong untuk meningkatkan cara dan
teknik produksi agar orang/bangsa itu tidak ketinggalan dengan orang/bangsa lain.
Tujuan utama Allah menciptakan bumi ialah untuk diberikan kepada
manusia agar dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada di bumi untuk
memperoleh rizki. Tersedianya rizki berkaitan erat dengan usaha manusia.
Usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang optimal, ganjaran dan
kemurahan dan keberhasilan yang tidak ada batasnya.
Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi
sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup karena masih terbatas
pada fungsi ekonomi. Islammenekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus
pula mewujudkan fungsi sosial (Q.S. Al Hadid (57): 7).
Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan
produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi kebutuhan konsumtif dan
meraih keuntungan finansial, sehingga bisaberkontribusi kehidupan sosial.
Melalui konsep ini, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis
optimalisasi. Optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber
dayainsani ke arah pencapaian kondisi full employment (tanpa
pengangguran), dimana setiap orang menghasilkan karya kecuali mereka yang
udzur syar’i (sakit atau lumpuh). Optimalisasi kedua memproduksi berdasarkan
skala prioritas yaitu kebutuhan primer (dharuriyyat), lalu kebutuhan sekunder
(hajiyyat) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat) secara proporsional.
47
a. Faktor-faktor Produksi
Ada beberapa jenis faktor produksi yaitu :
1. Tanah
Tanah mengandung pengertian yang luas, yaitu termasuk semua
sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai
keadaan geografi, angin, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Termasuk
dalam faktor produksi tanah adalah :
a) Bumi (tanah) merupakan permukaan tanah yang di atasnya kita dapat
berjalan, mendirikan bangunan, rumah, perusahaan.
b) Mineral, seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam
tanah yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
c) Gunung, merupakan suatu sumber lain yang menjadi sumber tenaga
asli yang membantu dalam mengeluarkan harta kekayaan. Gunung-gunung
berfungsi sebagai penadah hujan dan menajdi aliran sungai-sungai dan
melaluinya semua kehidupan mendapatkan rizki masing-masing.
d) Hutan, merupakan sumber kekayaan alam yang penting. Hutan memberikan
bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, damar, perkapalan,
perabotan rumah tangga, dan sebagainya.
e) Hewan, mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk
tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagian lagi digunakan untuk kerja dan
pengangkutan.20
20 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi.
(Edisi Revisi. Penerbit Rajawali. Jakarta, 1993),h.114.
48
Baik Al Qur’an maupun sunnah banyak memberikan tekanan pada
pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian, Al Qur’an menaruh
perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan
mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang
baik.
Tanah dapat dipandang dari dua sisi yaitu :
a. Tanah sebagai Sumber Daya Alam
Seorang Muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya
alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan
pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen
penghasilan, yaitu : (a) penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri
(yaitu sewa ekonomis murni) dan (b) penghasilan dari perbaikan dalam
penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal. Jadi
manusia berhak untuk memanfaatkan dan memiliki tanah untuk dipergunakan
dalam mencari nafkah dan menggunakannya sebagai salah satu faktor produksi.
b. Tanah sebagai Sumber Daya yang Dapat Habis (Exhaustable).
Menurut pandangan Islam sumber daya yang dapat habis adalah
milik generasi kini maupun generasi-generasi masa yang akan datang.
Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang
dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang.
Dari analisis tersebut, hipotesis atau kebijaksanaan pedoman dapat disusun
sebagai berikut :
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1) Pembangunan pertanian pada negara-negara Islam dapat ditingkatkan
melalui metode penanaman yang intensif dan ekstensif jika dilengkapi
dengan suatu program pendidikan moral, berdasarkan ajaran Islam.
2) Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis
(exhaustable resources) lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-
lembaga sosial (seperti universitas, rumah sakit) dan untuk infrastruktur fisik
daripada konsumsi sekarang ini
3) Sewa ekonomis murni boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat
pengeluaran konsumsi sekarang ini.
2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap
sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan
perburuhan seperti kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu
sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh, dan yang
mempunyai sikap dalam penentuan upah, merupakan hal yang sama pada
semua sistem.21
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota
badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk
semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.
Manusia diciptakan untuk bekerja dan mencari penghidupan masing-
masing. Seperti disebutkan dalam surat al Balad ayat 4 : “Sesungguhnya Kami
21 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi.
Edisi Revisi. Penerbit Rajawali. Jakarta, 1993.h.126.
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menciptakan manusia padahal dia dalam kesusahan.” Kabad berarti kesusahan,
kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu
cobaan bagi manusia yaitu dia ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi
(mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja
keras. Di samping itu pengertian “kabad” juga menunjukkan bahwa manusia
hendaknya berupaya untuk melakukan dan menanggung segala kesukaran
dan kesusahan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan.
Rasulullah saw, senantiasa menyuruh umatnya bekerja dan tidak
menyukai manusia yang bergantung kepada kelebihan saja. Dalam Islam, buruh
bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk
dijual pada para pencari tenaga kerja. Mereka yang mempekerjakan buruh
mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kenyataannya, seorang
pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga
setinggi mungkin (upah tinggi). Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk
berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Baik pekerja
maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab buruh
tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya.
Ia mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah,
baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.
Dengan demikian, dalam Islam buruh digunakan dalam arti yang
lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena hanya memandang pada
penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan.
51
Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas
untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Tenaga
kerja secara umum dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu :
1. Tenaga kerja kasar/buruh kasar, misalnya pekerja bangunan, pandai besi,
dan sebagainya. Allah memuliakan hambanya meskipun yang bekerja
sebagai pekerja kasar. Banyak ayat dan riwayat yang membahas tentang
kegiatan para nabi terkait dengan peghargaan terhadap para pekerja
kasar –pekerja/tukang Nabi Sulaiman, Nabi Hud dengan pembuatan kapal,
dan sebagainya.
2. Tenaga kerja terdidik. Dalam al Qur’an disebutkan tentang tenaga ahli.
Cerita tentang Nabi Yusuf yang diakui pengetahuan dan kejujurannya
oleh raja yang mempercayakan tugas mengurus dan menjaga gudang padi
dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa faktor keahlian dan
pendidikan menjadi sangat penting dalam bekerja.
Pemilihan tenaga kerja tergantung ketersediaan/penawaran tenaga kerja.
Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada beberapa faktor :
a)  Kecakapan tenaga kerja, merupakan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki
oleh tenaga kerja. Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap dan
memerintahkan umat Islam untuk mengajarkan semua jenis kerja dengan
tekun dan sempurna. Kecakapan tenaga kerja tergantung pada tiga faktor
yaitu : kesehatan fisik, mental dan moral serta pendidikan dan pelatihan bagi
para pekerja.
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b) Mobilisasi tenaga kerja, merupakan pergerakan tenaga kerja dari suatu
kawasan geografi ke kawasan yang lain. Mobilisasi terkait erat dengan
kondisi ekonomi pekerja. Mobilisasi dipengaruhi oleh faktor tingkat upah,
dimana biasanya pekerja akan berupaya untuk mencari tempat kerja yang
memberikan tingkat upah lebih tinggi. Al Qur’an membolehkan adanya
mobilisasi tenaga kerja demi untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
c) Penduduk, jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat memengaruhi
terhadap penawaran tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan penduduk
seiring/seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja (pertumbuhan
ekonomi).
Islam memberikan kebebasan dalam hal mencari lapangan pekerjaan
baik macam maupun wilayah kerja demi mendapatkan kehidupan yang lebih
baik. Namun Islam tetap menggariskan bahwa ada pekerjaan yang halal dan
haram. Setiap pekerjaan yang halal terbuka untuk semua orang tanpa
memandang warna kulit, keturunan atau kepercayaan. Islam mengajarkan
umatnya agar menghormati saudara seagama tanpa memandang pekerjaan dan ia
memberikan kemuliaan dan status kepada golongan buruh. AlQur’an
membuat banyak contoh tentang kehidupan para Rasul yang bekerja dengan
tenaga sendiri untuk kehidupannya.
3. Modal
Modal merupakan asset yang digunakan untuk distribusi asset yang
berikutnya. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk
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menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Pentingnya modal dalam kehidupan
manusia ditunjukkan dalam Al Qur’an surat Ali Imran ayat 14 yang artinya :
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading.
Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik
(syurga).”
Kata mataa’u berarti modal berupa emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak
(termasuk bentuk modal yang lain). Kata zainu menunjukkan kepentingan
modal bagi kehidupan manusia.Sedangkan Rasulullah menekankan kepentingan
modal dalam sabdanya :“Tidak boleh iri kecuali kepada dua perkara yaitu :
orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu
pengetahuannya diamalkan kepada orang lain.”Dari hadits tersebut diketahui
bahwa mencari ilmu sama pentingnya dengan mencari harta.
Ada beberapa faktor yang menentukan terhadap pengumpulan modal yaitu :
a) Peningkatan pendapatan, dapat dilakukan melalui cara yang bersifat wajib :
pembayaran zakat dan larangan mengenakan bunga. Sedangkan cara pilihan
yaitu dengan penggunaan harta anak yatim, penanaman modal secara tunai
dan melalui warisan.Menghindari sikap berlebih-lebihan.
b) Adalah mengurangi kebiasaan melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan, menghindari gaya hidup mewah dan mubazir.
c) Pembekuan modal, cara ini dapat menyebabkan berkurangnya modal yang
dapat digunakan. Islam membenci kegiatan pembekuan modal atau
54
menyimpan harta bukan untuk digunakan dalam kegiatan produktif. Hal ini
seperti disampaikan dalam surat Al Ma’arij ayat 18 yang artinya : “Dan
menghimpun (harta) lalu menyimpannya (tidak membayarkan zakatnya).”
d) Keselamatan dan keamanan, dalam proses penghimpunan modal, perlu
adanya rasa aman dan ketentraman dalam negara dimana lokasi penanaman
modal itu dilakukan. Bila ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam
suatu negara, maka rakyat akan lebih giat dalam melakukan pemupukan
modal.
Dalam perspektif ekonomi konvensional, modal dapat tumbuh dari
sebagian pendapatan yang ditabungkan oleh masyarakat. Besarnya tabungan
dipengaruhi oleh tingkat bunga. Menurut ekonom konvensional, semakin
tinggi tingkat bunga semakin besar imbalan tabungan, semakin tinggi pula
kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya. Menurut Keynes, tingkat
bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan
volume penanaman modal yang lebih kecil. Sebagai akibatnya, pendapatan uang
yang terkumpul akan mengecil, dan dengan adanya kecenderungan yang sama
untuk menabung, volume tabungan akan berkurang. Kenyataannya adalah
bahwa jika individu-individu rasional, mereka mungkin lebih banyak
menabungkan penghasilan mereka, bila tingkat bunganya tinggi. Suatu
tingkat bunga yang tinggi berarti lebih tingginya imbalan bagi tabungan.
Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan murni, orang akan lebih banyak
menabung.
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Yang terpenting dalam hal ini ialah bahwa modal dapat juga tumbuh
dalam perekonomian masyarakat yang bebas bunga. Islam membolehkan adanya
laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Islam membolehkan dua cara
pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang
(mengurangi tingkat konsumsi untuk menabung) dan konsumsi mendatang
yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan
yang sesungguhnya dalam proses produksi.
4. Organisasi
Organisasi atau manajemen merupakan proses merencanakan dan
mengarahkan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Organisasi
memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Pentingnya perencanaan dan
organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah sendiri adalah perencana yang
terbaik.
Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173 yang artinya :
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialah sebaik-baik pelindung.”
Peranan organisasi dalam Islam sangat penting, apalagi jika
dikaitkan dengan kegiatan produksi. Ada beberapa ciri mendasar yang harus
dimiliki oleh organisasi Islam terkait dengan fungsinya sebagai salah satu
faktor produksi, yaitu :
a) Dalam ekonomi Islam yang pada hakekatnya lebih berdasarkan ekuiti
(equity-based) daripada berdasarkan pinjaman (loan-based), para manajer
cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan
untuk membagi dividen di kalangan pemegang saham atau berbagi
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keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi
demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk
mendorong kekuatan-kekuatan koperatif melalui berbagai bentuk investasi
berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentk seperti
musyarakah, mudharabah, dan lain-lain.
b) Sebagai akibatnya, pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti
yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada
modal tidak dapat dikenakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh
manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang.
Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain dalam Islam, mungkin
berbeda dalam kenyataan dan siasat pengelolaannya, kecuali bila secara
kebetulan perilaku sebenarnya dari organisasi tersebut serupa dengan
tindakan yang diperlukan dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak
berarti bahwa manajemen tidak berusaha untuk mencari laba. Arti yang
sesungguhnya bahwa organisasi Islam sebagai faktor produksi berbeda
dengan organisasi dalam ekonomi konvensional/secular, baik pada
tingkatan konseptual maupun pada tingkatan operasional dalam usaha
menyelaraskan banyaknya tujuan yang tunduk pada kendala-kendala
keuntungan.
c) Karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral,
ketepatan dan kejujuran dalam proses perakunan (accounting) jauh lebih
diperlukan daripada dalam organisasi secular.
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d) Faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikansi
lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang
didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.
5. Tujuan Produksi
Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua hal pokok pada tingkat
pribadi muslim dan umat Islam adalah :
a)  Memenuhi kebutuhan setiap individu. Di dalam ekonomi Islam kegiatan
produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa sebab di dalamnya
terdapat faktor itqan (profesionalitas) yang dicintai Allah dan ihsan yang
diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Pada tingkat pribadi muslim,
tujuannya adalah merealisasi pemenuhan kebutuhan baginya.
b) Merealisasikan kemandirian umat, hendaknya umat memiliki berbagai
kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya
kebutuhan material dan spiritual.
Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan umat ada beberapa
hal yang perlu dilakukan, yaitu :
a)  Melakukan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan seperti disyari’atkan
oleh Nabi Yusuf adalah selama 15 tahun. Perencanaannya mencakup
produksi, penyimpanan, pengeluaran dan distribusi.
b) Mempersiapkan sumberdaya manusia dan pembagian tugas yang baik.
c) Memperlakukan sumber daya alam dengan baik.
d) Keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan umat.
e) Mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang.
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6. Prinsip-prinsip Produksi dalam Islam
Al Qur’an dan hadits memberikan arahan tentang prinsip-prinsip produksi
sbb:
1) Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi
dengan ilmu dan amalnya.
2) Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian,
eksperimen dan perhitungan dalam proses pengambangan produksi.
3) Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia.
4) Dalam berinovasi dan bereksperimen prinsipnya Islam menyukai
kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.
Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi adalah:
1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi,
memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan
masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi
harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama yaitu terkait dengan
kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan
keturunan/kehormatan serta kemakmuran material.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental
dan fisik.
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Menurut Mannan(1992), perilaku produksi tidak hanya menyandarkan
pada kondisi permintaan pasar tetapi juga berdasarkan pertimbangan
kemaslahatan. Sejalan dengan itu, Metwally (1992) menyatakan bahwa fungsi
kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variable tingkat keuntungan,
tetapijuga oleh pengeluaran yang bersifat charity atau good deeds. Sehingga
fungsi utilitas dari pengusaha muslim adalah: Umax = U(F, G) Dimana : F =
tingkat keuntungan G = tingkat pengeluaran untuk good deeds/charity
Menurut Metwally, pengeluaran perusahaan untuk charity akan
meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, karena G akan
menghasilkan efekpenggandaan (multiplier effect) terhadap kemampuan daya
beli masyarakat, pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap produk
perusahaan. Tanpa adanya charity,yang dalam Islam diimplementasikan melalui
kewajiban zakat, golongan miskin tidak akan mampu mengaktualisasikan
permintaannya karena tidak memiliki daya beli.
Pertentangan antara charity/shadaqahdan riba, dimana peran sistem
keuangan berdasarkan riba sangat mendukung sistem ekonomi individualistis
dan hedonis, sedangkan shadaqah sangat bersifat alturistis, dermawan dan
penuh kesetiakawanan sosial. Menurut Sayyid Quthb, riba adalah lawan
shadaqah.
Dalam dunia usaha modern saat ini peran sosial dari perusahaan
menjadi hal yang penting dalam rangka menyelaraskan kepentingan
perusahaan dengan masyarakat secara umum. Konsep CSR (Corporate Social
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Responsibility) dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan bagi
pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.
7. Penetapan Upah
Ada berbagai pendapat tentang penetapan upah, diantaranya :
a) Upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup
b) Berdasarkan ketentuan produktivitas marginal
Islam menganjurkan dalam perjanjian tentang upah kedua pihak
(pengusaha dan pekerja) harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi
tindakan aniaya terhadap pekerja maupun majikan. Aniaya terhadap pekerja
berarti mereka tidak dibayar secara adil, sedangkan aniaya terhadap majikan
yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah melebihi
kemampuan mereka.
Upah ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan melalui proses negosiasi
antara pekerja, majikan dan negara. Peran negara (pemerintah) adalah
menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan
kebutuhan dari pekerja golongan bawah. Tingkat upah minimum sewaktu-
waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan
perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya ditentukan
berdasarkan sumbangan tenaganya dan nilainya sangat bervariasi.
Setiap kegiatan produksi hendaknya ditujukan untuk meningkatkan
manfaat dari suatu materi. Produksi harus memerhatikan norma dan etika yang
telah ditetapkan dalam Islam.
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Penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien terutama yang
berasal dari sumberdaya bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.
Penentuan upah harus didasarkan pada beberapa kriteria seperti kebutuhan
hidup, roduktivitas dan kemampuan perusahaan.
3. Distribusi Dalam Persfektif Islam
a. Makna Distribusi dan Urgensinya
Terdapat perbedaan dalam system ekonomi tentang makna distribusi.
Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan
pemindaan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakan
kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi social
mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai
pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem
distribusinya berdasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai tingkat
kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan
berdasarkan pada khurafat perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi
tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosial.Pada sisi lain, ekonomi
kapitalisme memfokuskan pembagian “ pemasukan Negara” di antara unsur-unsur
produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian factor-faktor yang menentukan
harga (bagian) unsur-unsur produksi dari pemasukan Negara. Karena itu
kapitalisme memutlakan system distribusi dengan terminologi “teori harga unsure
produksi”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi income di antara
individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme
kecuali dimasa belakangan ini, dan dengan tingkata yang terbatas. Sedangkan
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makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup
pengaturan kepemilikan unsure-unsur produksi dan sumber-sumber
kekayaan.Yang mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan
kepemilikan khusus, dan meletakan bagi masing-masing dari keduanya dari
kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-
kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga
memiliki polotik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsure-unsur produksi
maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping
pengembalian distribusi dalam system jaminan social yang disampaikan adalam
ajaran Islam.
Distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan system konvensional
dari sisi tujuannya, asas ideology, moral dan sosialnya yang tidak dapat
dibandingkan dengan system ekonomi konvensional.
a.  konsep moral Islam dalam system distribusi pendapatan.
secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral, spiritual
dalam pemeliharaan keadilan social pada setiap aktivitas ekonomi. Latar
belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang
mendasari hamper semua konflik individu maupun social. Upaya pencapaian
manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan
ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan. Hal tersebut akan sulit dicapai
tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam
mengimplementasikan konsep moral tersebut.
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Ini merupakan fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai factor
endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat
membuming untk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.
Untuk itu, dalam merespon laju perkembangan pemikiran ini, yang
harus dilakukan adalah:
1. mengubah pola pikir (mind sets) dan pembelajaran mengenai nilai Islam, dari
yang focus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan
yangmengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan
resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi
komunitas social.
2. keluar dari ketergantungan kepada pihak lain. Hidup diatas kemampuan
pribadi sebagai personal maupun bangsa, melaksanakan kewajiban financial
sebagaimana yang titunjukan oleh ajaran Islam dan meyakini dengan sungguh-
sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah akhir cerita kita. Akan ada kehidupan
beru setelah kehidupan di dunia fana ini.
Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan
keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadi
kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme
mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancurannya, dimana dunia
mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibu kota kapitalisme
tentang keharusan menempatkan jalan ketiga sebagai ganti kapitalisme yang telah
nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita oleh dunia di bawah
bayang-bayang kapitalisme.
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Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi
tingkatan kerja seperti didalihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam
semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini semakin terpuruk,
kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di tanah airnya sendiri, karena
dia kontradiksi dengan fitrah manusia, dan berjalan di dalam arus balik kehidupan
sehingga menyeretnya ke bak sampah sejarah.
Sedangkan Islam sendiri mengutamakan tema distribusi dengan perhatian
besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya nash al-qur’an dan hadis Nabawi yang mencakup tema distribusi
dengan menjelaskn sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-
cara yang terbaik, dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
Bahkan nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan
sosial yang merupakan cara yang mendasar untuk pengembalian distribusi dan
masuk surga, dan mengkaitkan antara keburukan distribusi dengan masuk
neraka. Diamana yang demikian itu merupakan metode terkuat dalam
memberikan himbauan dan peringatan.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi
dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas,
diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-
sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa al-Qur’an menentukan
cara pembagian zakat dengan mendetail, penentuan pembagian ganimmah dan
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faiq, kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat
mereka yang kaya, dll.
3. Banyak dan konperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakan dalam
Islam, baik dengan cara penghalusan (wajib) maupun yang secara suka rela
(sunnah). Bahwa zakat yang merupakan cara terpenting yang membantu
terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial didalam Islam mendapat
tempat besar didalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam,
dan penolakan melaksanakannya merupakan sebab terpenting dalam
memeranginnya Abu Bakar r.a terhadap orang-orang yang murtad.
4. Al-Qur’an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan
peringanan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta
dalam kalangan minoritas, setelah Allah menjelaskan pembagian fai’, dimana
tujuan tersebut dijelaskan dengan firmannya. “agar harta tidak hanya beredar
diantara orang-orang kaya diantara kamu.
5. Dalam fiqih ekonomi, Umar r.a tema distribusi mendapat porsi besar yang
akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar terhadap tema
distribusi tampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut:
a) diantara wasiat beliau untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi,
dimana beliau berkata, “sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada
kalian dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian
komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam
pendistribusian”.
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b). Banyaknya sikap dan ijtihad Umar r.a dalam hal-hal yang berkaitan dengan
distribusi, bahkan beliau menangani sendiri proses distribusi.
b. Tujuan distribusi dalam ekonomi islam
Ekonomi Islam mempunyai sistem distribusi yang merealisasikan beragam
tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dimana distribusi tersebut
dikelompokan menjadi empat bagian,antara lain:
a. Tujuan dakwah`
Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan
menyatukan hati kepada Allah. Contohnya; bagian muallaf di dalam zakat.dimana
muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keIslamannya.
c. Tujuan pendidikan
d. Secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dalam
mewujudkan beberapa tujuan pendidikan.
 Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan
mengutamakan orang lain.
 Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, egois dll.
c. Tujuan sosial
Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah :
 Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan
prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
 Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di
dalam masyarakat.
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 Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak
pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
 Keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber
kekayaan
d. Tujuan ekonomi
 Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika
menginfakan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun
sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan
hartanya sehingga tidakakan habis karena zakat
 Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi
kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk
melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
 Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat
kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi . sedangkan tingkat
konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga
berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
 Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, contohnya : ketika sebagian
harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang miskin, maka
kemanfaatan total bagi pemasukan umat bertambah. Sebab pemanfaatan
orang-orang miskin terhadap harta tersebut akan menjadi pada umumnya lebih
besar daripada kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang
kaya.
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d.  Distribusi Pendapatan Dalam Islam
Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena
pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungn dengan aspek ekonomi
tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam
menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai
saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-
tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan
kebutuhan hidup yang lebih baik.
Dan hal itu memang tidak bisa disangkal berbagai aspek normatif yang
berkaitan dengan firman Allah dan asbda Rasulullah S.AW merupakan bagian
penting dari misi dakwanya. Sebenarnya konsep Islam tidak
hanyamengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan jumlah harta
kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi menggunakan potensi
kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan.
Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada
kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup.
Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa
masalah:
1. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
2. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada
pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapat yang sama.
3. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.
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Untuk menjawab masalah ini Islam telah menganjurkan untuk
mengerjakan zakat, infak, sodaqah. Kemudian baitul mal membagikan kepada
orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan
cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung, Islam tidak mengarahkan
distribusi pendapatan yang sama rata, retak pemerataan dalam Islam adalah
keadilan atas dasar maslahah, dimana antara satu orang dan orang lain dalam
kedudukan sama atau berbeda, maupun atau tidak mampu saling bisa menyantuni,
menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan
terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan
Allah.
Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan
(private) pribadi. Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan
mencolok pada kepemilikan, pendapatan harta pusaka peninggal leluhurnya
masing-masing. Milton H. Spencer (1977), menulis bukunya contemporary
Economics. Kapitalisme merupakan sebuah system organisasi ekonomi yang
dicirikan oleh hak milik private (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi
(tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya
untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif . Lembaga hak
milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Para individu
memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin.
Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan
karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan
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memberikannya kepada ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal
dunia.22
H.   Pengertian Pangan
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik
yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan,
pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.23
I. Ketahanan Pangan Dalam Islam
Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
Tiada badai, tanpa topan. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita
tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri ini pun lantas dilabel
sebagai negara agraris. Digambarkan memiliki hamparan lahan pertanian bagai
permadani yang amat luas. Memiliki laut dan samudera, serta garis pantai yang
sangat panjang. Kondisi geografis anugerah Yang Maha Kuasa itu,
memungkinkan hampir seluruh jenis komoditas pertanian dalam arti luas ada.
Gemah ripah lohjinawi, katanya.
Tapi itu hanyalah tinggal “mitos”. Dongeng pengantar tidur anak-anak
agar doktrin cinta negeri terhunjam ke dalam lubuk hatinya. Tetapi tatkala
22 Todaro, Michael P, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Edisi
Ketujuh, Erlangga. Jakarta, 2000),h.217.
23 Bustamil Arifin, Pangan dalam Orde Baru. Cet I; Jakarta: Wahana,
2000),h. 8.
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membuka mata, telinga, dan hati, mereka akan limbung menatap sekelilingnya.
Apa yang didengarnya, tak sesuai dengan yang dilihatnya.
Mereka melihat beras negeri tetangga, Vietnam dan Thailand mengalir
deras masuk pasar sampai pelosok negeri. Daging sapi Australia menghiasi sudut-
sudut pasar. Gula juga demikian, bertebaran di meja-meja warung kopi. Bahkan
tahu tempe yang katanya makanan rakyat ternyata berbahan impor.
A. Ketahanan Pangan Model kapitalis
1. Pengertian Ketahanan Pangan
Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan
sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang
mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone
–Jaminan, Kecukupan dan Supply Yang Terjangkau dari Makanan untuk Semua
Orang-”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu
definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni
“jaminan akses setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure
access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang
dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator
tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut beberapa definisi yang
yang sering digunakan.
Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 –cat: saat ini sedang diajukan
RUU tentang Pangan dan masih dalam pembahasan di DPR- adalah: kondisi
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman,
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merata dan terjangkau. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga
mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi
seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami
kehilangan kedua akses tersebut. FIVIMS 2005 (Food Insecurity and
Vulnerability Information and Mapping Sistems): kondisi ketika semua orang
pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan
yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai
dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan
pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi : (1) Berorientasi pada rumah
tangga dan individu; (2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat
diakses; (3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik
fisik, ekonomi dan sosial; (4) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan (5)
Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.
2. Sub Sistem Ketahanan Pangan
Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu
ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan
outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan
merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem
tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai
ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional
dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya
tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.
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3. Ketersediaan pangan
Ketersedian pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam
jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik
yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan
pangan. Ketersedian pangan dalam hal ini lebih serng dilihat secara makro. Jika
stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan
pangan dianggap cukup. Masalah distribusi dan bisa diakses oleh tiap individu
atau tidak, itu tidak jadi perhatian. Disamping itu dengan filosofi kebebasan ala
kapitalis maka penyediaan pangan itu harus diberikan kepada swasta secara
bebas. Keserdiaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak
membatasi pelaku penjamin ketersedian pangan oleh negara. Hal itu
memungkinkan pihak-pihak lain di luar Negara (swasta DN dan LN) bisa
mengambil andil yang sangat besar. Akibatnya terjadilah monopoli bahan
pangan, menumpuknya kendali supply pangan pada sekelompok orang, serta
impor yang menyebabkan ketergantungan kepada Negara lain ( lihat RUU tentang
Pangan). Contoh, saat ini impor kedelai yang 90% berasal dari AS dikuasai oleh
empat perusahaan saja termasuk Cargill yang induknya di AS, impor gula
dikuasai oleh 7-8 perusahaan saja, impor gandum yang tahun ini bisa mencapai
7,1 juta ton senilai USD 3,5 miliar atau setara Rp 32,8 triliun (liiputan6, 17/6)
dikuasai tidak lebih oleh 4 perusahaan saja, yang terbesar Bogasari dari Grup
Salim. Hanya beras yang impornya dikendalikan oleh negara, tapi pelaksanaan
impornya yang ditenderkan kepada importir swasta dan dijadikan bancakan oleh
para pejabat dan politisi.
74
Pada saat ini perusahaan–perusahaan yang memiliki modal besar mampu
menguasai pangan dari hulu hingga hilir (contoh, mulai dari impor gandum,
industri tepung terigu sampai makanan olahan berbahan tepung terigu dikuasai
oleh perusahaan dari satu grup, terutama grup Salim Bogasari – Indofood cs).
Akibatnya mereka bisa mengendalikan penentuan harga di pasar, dan
menyebabkan hilangnya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki modal
terbatas.
4. Akses dan Penyerapan Pangan
Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap induvidu
bisa mendapatkan kebutuhan pangannya. Melainkan bagaimana masyrakat
mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun
mendapat bantuan agar bisa membeli. Jadi distribusi yang menentukan akses
pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi
kapitalis. Pada faktanya sangat sering kita temukan stok pangan melimpah tapi
banyak orang tidak bisa mengaksesnya, dikarenakan mereka tidak punya uang
untuk membeli, apalagi ketika stok pangan kurang sehingga harga pangan
melambung. Ketika kondisi stok pangan tidak mencukupi, mereka tidak memiliki
modal untuk memproduksi sendiri atau mereka tidak punya kesempatan untuk
ikut dalam proses produksi, kalaupun mereka bisa memproduksi mereka tidak
memiliki akses untuk memasarkan produksinya atau kalah saing dengan produsen
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yang lebih besar. Sehingga pada sistem ini tidak ada jaminan bagi setiap individu
untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.24
B. Ketahanan Pangan Dalam Sistem Islam
Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik
Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer
(kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap
orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan
bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya,
sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam
masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.
Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan
menentukan ketahanan pangan Daulah. Selain itu, ketersediaan dan
keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya
terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh
pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi
tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia.
Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan
pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri. Sebab jika pangan pokok dan
pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain
melalui impor hal itu bisa membuat nasib negar tergadai pada negara lain.
24 Bustamil Arifin, Pangan dalam Orde Baru.(Cet I; Jakarta: Wahana,
2000),h.105.
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Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik,
kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada
stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya
stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistens negara sebagai negara yang
independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.
Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan
pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan
keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan
Negara.
1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan
Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan
kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri (
ri’âyah su`ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan
kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta
kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per
individu. Dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok itu termasuk
kebutuhan pokok pangan negara akan menggunakan mekanisme ekonomi dan non
ekonomi seperti yang diatur oleh hukum syara’.
2. Mekanisme Non Ekonomi
Negara memastikan agar hukum-hukum syariat terkait dengan nafkan
berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja
untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada
dibawah tanggungannnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika kemudian pemenuhan
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kebutuhan pokok dia dan keuarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa
bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat
diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika belum
terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal
(negara).
Disamping itu, ketika kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok pangan
tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat. Karena itu orang
tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat.
3. Mekanisme ekonomi
Mekanisme ekonomi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan individu
dalam aktivitas ekonomi untuk mendapatkan harta sehingga ia bisa memenuhi
kebutuhan dia dan keluarganya. Mekanisme ini saling melengkapi dengan
mekanisme non ekonomi di atas. Secara lebih tepatnya adalah pemberian peluang
bagi setiap orang khususnya laki-laki untuk bekerja. Sebab Islam mewajibkan
setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja. Dalam hal ini negara wajib
menyediakan lapangan dan kesempatan kerja.
Untuk menyediakan lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat, Negara
bisa menempuhnya dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung
artinya negara secara langsung membuka lapangan kerja dengan membuka
proyek-proyek pembangunan khususnya proyek padat karya. Kesempatan kerja
justru lebih banyak bisa diberikan oleh negara secara tidak langsung.
78
Jadi bukan negara yang secara langsung membuka lapangan kerja, tapi
masyarakatlah yang membuka lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang mereka
lakukan.
Agar kesempatan kerja bisa terbuka seluas-luasnya melalui cara ini, negara
harus mewujdukan dan menjamin adanya iklim usaha yang kondusif bagi
masyarakat. Untuk itu setidaknya negara harus menjamin terealisasinya hal-hal
berikut:
a. Negara harus menjamin terlaksananya hukum-hukum syara terkait dengan
ekonomi, seperti hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan
kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat.
b. Menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sesuai syari’at. Negara akan
menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti
penimbunan, kanzul mal (QS at-Tawbah [9]: 34), riba, monopoli, penipuan.
Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka
akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan
terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar
mengambil keuntungan secara tidak benar.
c. Negara harus mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang
sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Dalam hal
ini, untuk membuka usaha misalnya, tidak perlu izin. Meski dalam hal
pembukaan usaha tetap ada aturan-aturan teknis dan administratif sesuai
hukum syara’ dalam rangka agar tidak terjadi pelanggaran hak individu dan
umum oleh para pelaku usaha, seperti aturan tentang RTRW, izin lingkungan,
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dsb. Negara juga akan menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai dan
pajak yang bersifat tetap. Dalam konteks perdagangan luar negeri negara
tidak akan memungut bea import ataupun ekspor dari para pedagang warga
negara.
d. Negara memberikan bantuan teknis, teknologi dan litbang, informasi, dan
modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja.
e. Negara menghilangkan sektor non riil, sehingga harta hanya akan berputar di
sektor riil (produksi dan distribusi barnag dan jasa). Denga begitu semua
kegiatan ekonomi akan berefek langsung pada kemajuan perekonomian secara
riil.
4. Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan
Ketersediaan pangan yang dimaksudkan adalah tersedianya stok pangan
yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sementara
keterjangkauan pangan adalah tersedianya pangan secara merata di semua wilayah
dengan tingkat harga yang wajar. Ketersediaan pangan itu erat kaitannya dengan
produksi pangan. Sedangkan keterjangkauan pangan erat kaitannya dengan
distribusi dan keseimbangan supply dan demand. Untuk menjamin ketersediaan
pangan maka negara harus menjamin produksi pangan pada tingkat yang
mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan jika produksi dalam negeri tidak cukup
maka bisa dipenuhi dari impor dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dalam
negeri dan negara. Untuk menjamin produksi pangan setidaknya negara harus
melakukan hal-ha berikut:
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a. Negara harus menjamin pelaksanaan politik pertanian dan politik pertanahan
syariah. Hal itu akan menjamin ketersedian lahan dan produktivitas lahan.
Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-
bekas tanah itu diproduktifkan, maka tanah mati itu bisa dihidupkan oleh siapa
saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk
memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang
yang menghidupkannya itu.
b. Siapapun yang memiliki tanah baik dari menghidupkan tanah mati atau dari
warisan, membeli, hibah, dsb, jika ia telantarkan tiga tahun berturut-turut
maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang. Selanjutnya tanah yang
ditelantarkan pemiliknya tiga tahun berturut-turut itu diambil oleh negara dan
didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, tentu
dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil.
Abu Yusuf meriwayatkan di dalam kitab al-Kharâj dari Umar bin al-Khathab :
… َﻦِْﯿﻨِﺳ َِثَﻼﺛ َﺪْﻌَﺑ ﱞﻖَﺣ ٍﺮَِﺠﺘْﺤُﻤِﻟ َﺲَْﯿﻟ…
“Tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah mati setelah tiga tahun”
Humaid bin Zanjawaih an-Nasa’iy dalam kitab al-Amwâl meriwayatkan dari
jalan Amr bin Syu’aib bahwa Nabi saw memberikan tanah kepada orang-
orang dari Juhainah lalu mereka membiarkannya dan menelantarkannya, lalu
datang kaum yang lain dan menghidupkannya. Kemudian orang-orang
Juhainah itu mengadukannya kepada Umar bin Khathab, lalu Umar berkata :
seandainya itu dari pemberianku atau dari Abu Bakar maka aku tidak akan
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ragu, tetapi itu adalah pemberian Rasulullah saw (artinya sudah ditelantarkan
lebih dari tiga tahun). Dan Umar berkata :
…  َﺮََﻤﻌَﻓ ﺎَھُﺮُﻤَْﻌﯾ َﻻ َﻦِْﯿﻨِﺳ ََثَﻼﺛ ﺎََﮭﻠََﻄَﻌﻓ ٌضَْرأ ُﮫَﻟ َْﺖﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣﺎَِﮭﺑ ﱞﻖََﺣأ َﻮَُﮭﻓ ُهُﺮْﯿَﻏ ﺎَھ …
Siapa saja yang memiliki tanah lalu ia telantarkan tiga tahun tidak ia gunakan,
lalu orang lain menggunakannya maka orang lain itu lebih berhak atas tanah
itu Ibn Hajar al-Ashqalani berkomentar bahwa riwayat ini mursal dan para
perawinya tsiqah (Ibn Hajr, ad-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah, II/243,
Dar al-Ma’rifah, Beirut).25
Dengan ketentuan itu maka tanah akan terdistribusi kepada rakyat. Dan
lebih dari itu akan terjamin bahwa tanah yang ada akan produktif dan
meminimalkan bahkan menghilangkan adanya tanah terlantar. Sebagai
gambaran, saat ini di Indonesia terdapat 7,5 juta ha tanah terlantar dimana 2,1
juta ha diantaranya layak untuk pertanian.
Dengan hukum-hukum ini maka akan tersedia lahan yang cukup untuk
pertanian, dan semua laha yang ada akan produktif. Jika lahan yang ada
dirasakan masih kurang, maka negara bisa melakukan ekstensifikasi dengan
membuka lahan baru.
Hal itu seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin al-
Khaththab ra dan dilanjutkan pada masa umayyah. Pada waktu itu daerah
delta sungai Eufrat dan Tigris dan daerah rawa-rawa di Irak dikeringkan
dengan jalan dibangun saluran-saluran air /irigasi kemudian lahan itu
direkayasa menjadi lahan pertanian dan selanjutnya dibagikan kepada akyat
yang mampu menanaminya.
25 Ahmad Sutarmadi, Ekonomi islam Dan masalah kemasyarakatan,
(Cet,1; jakarta: Kalimah Badri Yatim,1999), h. 137.
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c. Disamping itu, negara juga menggunakan pendekatan intensifikasi pertanian.
Intensifikasi pertanian itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas
tanah. Intensifikasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan
teknologi, penggunaan pupuk, obat-obatan, teknologi, teknik produksi, pola
tanam, penggunaan benih unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian,
termasuk pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan rekayasa tanaman dan
rekayasa genetika, dan sebagainya.
Untuk itu, negara haus membangun pusat-pusat kajian dan litbang
pertanian secara luas. Hasil-hasil litbang itu harus bisa diakses secara terbuka
dan luas oleh masyarakat. Tidak adanya hak patent sangat besar pengaruhnya
dalam hal ini. Hasillitbang itu misalnya benih unggul, bisa langsung
dibudidayakan dan dikembangkan oleh siapa saja dan disebarkan. Tidak
seperti sekarang, banyak hasil litbang yang tidak serta merta bisa
dimanfaatkan oleh para petani. Sebab ada peraturan dimana yang bisa
memasarkan benih hanyalah perusahaan yang berizin dan bersertifikasi.
Akibatnya, budidaya dan pemasaran benih hanya dikuasai oleh para pemodal,
sementara para petani tidak bisa mengaksesnya degan mduah. Bahkan tiga
orang petani di Kediri harus dipenjara karena menjual benih jagung hasil
budidayanya dengan alasan ketiganya tidak punya izin budidaya dan
pemasaran benih.
Hal demikian tidak boleh terjadi di dalam daulah. Penggunaan alat
dan mesin pertanian hanya bisa efektif jika didukung oleh politik industri yang
tepat. Dalam hal ini, daulah akan mengedepankan industri berat dan industri
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mesin dan peralatan sebagai strategi industrialisasi dan strategi menciptakan
kemandirian dan kemajuan teknologi. Produksi pertanian yang baik apalagi
intensifikasi tidak bisa jalan tanpa didukung oleh infrastruktur pertanian yang
memadai. Karena itu sebagai bagian dari ri’ayah asy-syu’un, negara melalui
direktorat terkait harus membangun infratsruktur pertanian seperti waduk,
bendungan, jaringan irigasi, balai-balai pertanian, jalan, dsb.
d. Negara juga harus memiliki tenaga penyuluh dan pembimbing pertanian yang
mencukupi dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan
penyuluhan, pembimbingan dan memandu para petani melakukan produksi
dengan teknik, cara yang paling efisien dan paling produktif. Diluar semua
itu, negara pun bisa memberikan bantuan subsidi langsung maupun tidak
langsung, bantuan fasilitas, informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan,
seperti yang dahulu pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab dan
Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah lainnya. Dengan semua itu maka
ketersediaan pangan bisa diwujdukan.
5. Keterjangkauan Pangan
Keterjangkauan pangan yang dimaksudkan adalah terdistribusinya pangan
di seluruh wilayah dan dengan tingkat harga yang wajar. Untuk itu pembangunan
infrastruktur jalan dan transportasi menjadi suatu keniscayaan. Begitu pula
penyebaran informasi pasar dan informasi produksi juga harus dikelola dengan
baik oleh negara dan dibuka aksesnya untuk semua.
Pendistribusian hasil pertanian ke seluruh wilayah tentu membutuhkan
waktu, sementara sifat produk pertanian kebanyakan adalah perishable (mudah
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rusak). Karena itu untuk menjamin keterjangkauan pangan ini, negara juga harus
mengembangkan teknologi pasca panen dan menyebarkannya ke para petanidan
pelaku usaha pertanian. Litbang untuk itu bisa dikerjakan di pusat-pusat litbang
yang didirikan oleh daulah. Teknologi pasca panen jelas menuntut penguasaan
seain sains juga teknologi dan pengadaan teknologi itu. Dalam hal ini politik
industri yang mengedepankan industri berat, mesin dan peralatan akan sangat
membantu.
Keterjangkauan pangan juga mencakup kekontinuan supply pangan.
Kekontinuan supply itu bisa diwujudkan dengan pengaturan stok dan
pengendalian logistik. Pengaturan logistik diantaranya dengan menerapkan
pengaturan pola dan musim tanam yang dikombinasikan dengan pembagian atau
pengaturan daerah produksi. Hal itu bisa dilengkapi dengan pengembangan
sentra-sentra produksi produk pertanian dengan memperhatikan kesesuaian antara
jenis tanaman dengan karakteristik tanah dan iklim tiap daerah. Sementara
pengaturan stok dan supply bisa dilakukan dengan mendistribusikan produk dari
daerah-daerah sentra produksi atau yang surplus ke daerah-daerah lain yang
kurang. Untuk itu negara harus memiliki badan yang mengelola informasi pasar
dan informasi pertanian termasuk produksi. Sekarang pengelolaan informasi
semua itu bisa dilakukan secara real time.
Adanya badan seperti itu seperti yang cikal bakalnya dicontohkan oleh
Rasul saw. beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib yang
mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Bisa juga negara
membeli hasil pangan dan menyimpannya di gudang-gudang negara untuk
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didistribusikan ketika supply mengalami kekurangan. Dengan kebijakan itu maka
harga pangan bisa dijaga pada tingkat yang wajar. Untuk itu perlu ada badan
negara yang berfungsi sebagai penyangga harga dan keseimbangan supply dan
deman, khususnya untuk produk-produk pangan pokok dan pangan utama. Badan
itu bisa saja seperti Bulog.
Kebijakan pengendalian harga dengan mengendalikan supply dan demand
menggunakan menakisme pasar seperti itulah yang harus dilakukan. Sebab Islam
melarang kebijakan pematokan harga.
Anas ra. menceritakan: Harga meroket pada masa Rasulullah saw lalu mereka
(para sahabat) berkata: “ya Rasulullah patoklah harga untuk kami”. Maka Beliau
bersabda: “sesungguhnya Allahlah yang Maha Menentukan Harga, Maha
Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezki dan aku sungguh
ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku
karena kezaliman dalam hal darah dan harta (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu
Dawud, ad-Darimi, Ahmad).
Praktek pengendalian supply seperti itu pernah dicontohkan oleh Umar bin
al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar
bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al–‘Ash
tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengiripkan
pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, “saya akan mengirimkan unta-unta
yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di
Madinah) dan dan ekornya masih dihadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari
jalan untuk mengangkutnya dari laut”.
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Disamping semua itu, negara juga harus melarang perserikatan/asosiasi
produsen, konsumen atau pedagang melakukan kesepakatan, kolusi atau
persekongkolan untuk mengatur dan mengendalikan harga atau perdagangan,
misalnya membuat kesepakatan harga jual minimal.
Maka apa saja yang disitu ada unsur untuk memahalkan harga maka
tercakup dalam ancaman hadits ini. Kadang kala, para produsen, penjual,
pedagang, pembeli, profesi atau penyedia jasa tertentu, dsb, mereka berkumpul
atau berasosiasi untuk menyepakati batas harga/sewa/upah tertentu; menghalangi
harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari batas yang mereka sepakati; atau
untuk mengatur harga secara tak langsung dengan membagi kuota diantara
mereka. Hal itu berpotensi besar memahalkan harga bagi masyarakat, dan itu jelas
tercakup dalam ancaman hadits ini. Maka dalam konteks seperti ini, perkumpulan
atau asosiasi itu berpotensi besar menjadi wasilah kepada yang haram, sehingga
hukumnya haram. Negara harus melarang perkumpulan atau asosiasi seperti itu.
6. Kemandirian Pangan Negara
Terpenuhinya kebutuhan pangan dalam suatu Negara dan adanya jaminan
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dan tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai secara otomatis akan mampu menciptakan ketahanan
pangan suatu Negara. Begitupun sebaliknya. Karena itu jaminan tersedianya
pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu Negara harus mendapat perhatian
penting dari Negara.
Ketersediaan pangan bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi
pangan dalam negri ataupun dengan impor bahan pangan dari luar negri.
87
Kebijakan impor pangan dari luar negeri diambil oleh Negara tentu setelah Negara
mengambil kebijakan dan strategi peningkatan produksi pangan nasional
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan impor pangan yang
diambil oleh Negara tentulah harus memperhatikan bebera hal yang terkait dengan
kekuatan politik Negara. Contoh kondisi negeri ini yang sangat tergatung pada
impor bisa mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Seperti kedelai, dari kebutuhan
sebesar 3 juta ton, produksi dalam negri banya 800.000 ton saja. Artinya 2,2 juta
ton harus diimpor dan 90%-nya dari Amerika. Hal sama juga terjadi atas gandum
yang 100 % impor, jagung, gula, bahkan garam. Ketika produksi pangan negara
asal impor mengalami gangguan, atau terjadi spekulasi harga di tingkat
internasional sehingga harga melambung seperti yang terjadi beberapatahun lalu,
maka stabilitas dalam negeri ini akan terganggu.
Kareba itu impor pangan haruslah tidak terus menerus, dan tidak boleh
dijadikan sandaran penyediaan pangan dalam negeri sebab hal itu akan
menyebabkan ketergantungan kepada negara lain. Jika itu terjadi, hal itu
membuka jalan bagi negara lain itu untuk mengintervensi bahkan mengontrol
Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang demikian adalah
haram sebab kita haram menyediakan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai.
Karenanya negara harus benar-benar memperhatikan kebijakan impor
bahan pangan. Ataupun kebijakan ekspor jika kebutuhan pangan itu belum
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini, daulah harus mengupayakan
semaksimal mungkin terwujudnya kemandirian pangan dengan memenuhi
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kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Dengan strategi yang dipaparkan
di atas maka kemandirian pangan itu bisa diwujudkan, insya’a Allah.
Semua kebijakan dan straetegi itu hanya akan bisa berjalan dengan baik
jika didukung oleh kepemimpinan yang baik adlam sistem kenegaraan yang bisa
terjamin adanya keterpaduan antar sektor, bukan malah terjadi ego antar sektor
ditengah kepemimpinan yang lemah seperti saat ini. Hal itu hanya bisa terwujud
dalam sistem Khilafah ‘ala minhan an-nubuwwah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.
(Yahya Abdurrahman).
J. Peran Pemerintahan Daerah Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan
Dalam Rangka  Kemandirian Bangsa
Kemandirian Bangsa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia
masih menghadapi tantangan besar. Kamandirian bangsa dimaknai sebagai
kemampuan bangsa untuk berinisiatif, mengatasi masalah, mengambil keputusan
dengan rasa percaya diri dan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan
segala sumberdaya yang dimiliki tanpa tergantung negara lain. Kondisi bangsa
Indonesia saat ini, sayangnya masih belum mencapai kemandirian, khususnya
menyangkut hubungan international, ekonomi, pengelolaan Sumber Kekayaan
Alam. Tidak terkecuali dalam hal kemandirian disektor pangan.
Dalam hal ketahanan pangan, hingga saat ini Indonesia masih rentan.
Setidaknya masih terdapat penduduk rawan pangan yang masih relatif tinggi
(±13% dari total penduduk) Indonesia. Sementara produksi pangan juga masih
lemah, jauh dibandingkan ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi
pangan yang masih tinggi. Hal ini terjadi salah diantaranya akibat pola konsumsi
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yang sangat mengandalkan nasi sebagai konsumsi pokok (139 kg/th), sementara
konvesi lahan pertanian sangat tinggi (50 ribu Ha pertahun), sedangkan
penambahan lahan baru masih sangat terbatas. Disisi lain Indonesia juga
menghadapi tantangan alam berupa daerah yang rawan bencana alam.
Dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa
pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan
pengawasan sedangkan masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan
penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen, serta
berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergiai
beragam, erata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Dalam era otonomi daerah maka pembangunan ketahanan pangan tidak
bisa terlepas dari peran pemerintah daerah untuk berkewajiban mendistribusikan
pangan sampai ketingkat rumah tangga, disamping itu juga wajib untuk
meningkatkan stok atau cadangan pangan lokal.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
kebijakan dan manajemen ketahanan pangan Indonesia sebenarnya sudah
didesentralisaskan ke tingkat daerah, yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pembnetukan
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) melalui Perpres No. 83 tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan dimana Kepala Daerah secara melekat atau ex officio
berkedudukan sebagai ketua DKP di tingkat Daerah.26
26 Sudaryanto, Tahlim, Perkembangan Industri Pupuk, Investasi Irigasi
dan Konversi Lahan dalam Bunga Rampai Ekonomi Beras. (Penyunting Achmad
Suryana dan Sudimardianto). LPEM UI. Jakarta, 2001),h.208
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Disamping itu juga telah didesentralisasikan sekitar 85% alokasi APBN
sektor pertahnian ke pemda dan baru sisanya yang digunakan untuk operasional
pemerintah pusat, karena kini peranan pemerintah pusat memang hanya berfungsi
untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis dan bersifat normatif, sedang
implikasi teknis di lapangan tentang ketahanan pangan diserahkan secara penuh
kepada Pemda.
Sistem otonomi daerah telah memberikan keleluasaaan dan kewenangan kepada
Pemda dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing daerah,
diantaranya melalui pembangunan ketahanan pangan dengan mempertahikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Melibatkan peran aktif seluruh stake holder dibawah koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan (DKP) Daerah:
2. Melaksanakan program pembangunan ketahanan pangan yang secara langsung
memberikan manfaat kepada masyarakat luas
3. Mengembangkan kerjasama antara daerah dan dengan pusat.
4. Mempertahankan keberadaan lahan produktif dan suplai air untuk pertanian
Pada akhirnya, pelaku utama di lapangan untuk penyediaan pangan adalah
masyarakat petani, sebagai implikasinya adalah bahwa dinamika petani dan
pedesaan harus selalu diperhitungkan sebagai salah satu faktor penentu
efektivitasnya instrumen hukum maupun instrumen ekonomi di daerah.
Pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang peri kehidupan petani
merupakan syarat utama untuk menumbuhkembangkan inisiatif masyarakat
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sebagai subjek dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
Sehubungan dengan hal tersebut maka rancang bangun kebijakan dan strategi
implementasi di daerah akan lebih mudah dirumuskan jika masyarakat petani
dilibatkan pada setiap perumusan dan implementasi kebijkan yang terkait dengan
ketahanan pangan.
Namun pengelolaan peran pemerintah daerah hingga saat ini masih
mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah bagaimana peran pemerintahan daerah guna ketahanan
pangan dalam rangka kemandirian bangsa.
a. Pokok-pokok Persoalan
Disadari sepenuhnya bahwa tidaklah mungkin muncul permasalahan
apabila tidak ada persoalan-persoalan yang melatarbelakangi dan menjadi sebab
atau pemicu munculnya permasalahan tersebut. Ada beberapa pokok persoalan
antara lain sebagai berikut:
1. Kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan, pengelolaan
dan pemeliharaan lahan pertanian yang produktif.
2. Makin melemahnya tradisi lumbung pangan dalam masyarakat
3. Kurangnya pemanfaatan sumber pangan local
b. Pokok-pokok pemecahan Persoalan
Untuk memecahkan beberapa persoalan tersebut maka perlu langkah-
langkah nyata, diawali dengan membuat kebijakan, kemudian merumuskan
strategi dan upaya agar pokok permasalahan terpecahkan.
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a. Kebijakan:
Optimalisasi Peran Pemerintahan Daerah Guna Ketahanan Pangan
b. Strategi
1. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan, pengelolaan dan
pemeliharaan lahan pertanian yang produktif
2. Revitalisasi tradisi lumbung pangan dalam masyarakat
3. Penguatan pemanfaatan sumber pangan lokal
c. Upaya-Upaya yang dilakukan
Upaya-upaya untuk Strategi ke-1: Optimalisasi peran pemerintah daerah
dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan pertanian yang produktif:
1. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Departemen Pertanian
dan Dewan Ketahanan Pangan (Pusat) memberikan bimbingan, monitoring
dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dan DKP Daerah dalam hal
penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan pertanian yang produktif.
2. Pemerintahan Daerah melaksanakan reformasi agraria dengan memberikan
tanah bagi petani yang memiliki lahan terbatas (<1 hektar) guna
peningkatan produksi pangan lokal dan nasional sekaligus meningkatkan
kesejahteraan petani, baik melalui pembukaan lahan baru maupun
pemanfaatan lahan tidur.
3. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pusat memelihara sarana dan
prasarana yang menunjung sistem produksi dan distribusi pertanian seperti
irigasi, penyediaan bibit dan pupuk serta sarana transportasi bagi
kelancaran distribusi.
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4. Pemerintah Daerah mempercepat pembuatan/implementasi RTRW guna
menjamin keberlanjutan lahan pertanian dan pencegahan terhadap
konversi.
Upaya untuk Strategi ke-2: Revitalisasi tradisi lumbung pangan dalam
masyarakat:
1. Pemerintah Daerah mendorong revitalisasi lumbung pangan desa dengan
memberikan fasilitas tempat dan pemeliharaannya
2. Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
agama, kelompok tani dalam merevitalisasi dan memelihara lumbung
pangan desa.
3. Dewan Ketahanan Pangan Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh
adat dan tokoh agama, kelompok tani dalam merevitalisasi tradisi lumbung
pangan desa kepada masyarakat luas.
4. Dewan Ketahanan Pangan (Pusat dan Daerah) memberikan penghargaan
terhadap daerah-daerah yang sukses memelihara dan menjaga tradisi
lumbung pangan desa.
Upaya untuk Strategi ke-3: Penguatan pemanfaatan sumber pangan lokal.
1. Dewan Ketahanan Pangan Daerah memberikan stimulus berupa fasilitas
dan kemudahan bagi petani dan pengusaha lokal untuk mengembangkan
bahan pangan lokal bagi diversifikasi pangan
2. Dewan Ketahanan Pangan Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi
melakukan penelitian dan pengembangan bagi pemanfaatan sumber
pangan lokal bagi diversifikasi pangan
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3. Dewan Ketahanan Pangan Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh
adat dan tokoh agama, kelompok tani dalam memberikan penyadaran
kepada masyarakat dalam diversifikasi pangan27
27 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi.
Edisi Revisi. Penerbit Rajawali. Jakarta, 1993),h.96.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Jenis peneliatian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang
mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tektik pengumpulan data dan analsis
data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.1
B. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Desa Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba untuk mengetahui peranan Pemerintah daerah dalam peningkatan
produksi dan distribusi pangan di Desa mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba.
C. Metode Pendekatan
1. Pendekatan Syari’at yaitu dalam membahas skiripsi ini penulis
mempergunakan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw sebagai rujukan utama.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat gejala-
gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya
aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial.
1 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jamal, Metode Kuantitatif: Teori
dan Aplikasi. (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), h.19.
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D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data
primer dan data sekunder.
1. Data Primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh
peneliti untuk tujuan yang khusus (Winarno, 1985). Data ini diperoleh secara
langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu mengenai penyaluran
dana zakat.
2. Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan oleh di luar diri peneliti sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu
sesungguhnya adalah data yang asli (Winarno, 1985). Data sekunder adalah
data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet,
E. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Kajian Pustaka (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan
cara mempelajari, menelaah literatur buku-buku, laporan, artikel, jurnal dan
bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung..
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data di
lapangan dengan jalan:
a. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
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Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara
langsung kepada Pengurus atau pimpinan Rumah Zakat Cab. Makassar
b. Dokumentasi yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari
atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti.2
F. Metode Analisis Data
Adapun metode yang digunakan terhadap pengolahan dan penganalisaan data
yaitu:
1. Induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari sejumlah data-data
dari berbagai kepustakaan kemudian menurunkan suatu kesimpulan dengan
cara generalisasi atau analogi serta hubungan kausal.
2. Deduktif, adalah proses berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat
umum, kemudian berusaha mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Komparatif, yaitu membandingkan berbagai data yang ada kemudian
menarik konkulasi dari data-data tersebut.3
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. (Cet.VI; Bandung, CV. Alfabeta,2008),31.
3 Koutsoyiannis, Metode Penelitian Kuantitatif. (Penerbit Alfabeta.
Bandung. Kuncoro, Mudrajad. 2001),h.25.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAASAN
A. Gambaran Umum Desa Matoanging Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba
Desa mattoanging Merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk
pada tahun 2011 sebesar 1004 laki-laki dan 1165 jiwa perempuan kemudian pada
tahun 2012 mengalami peningkatan positif yaitu sebesar 1015 jiwa perempuan
dan 1171 laki-laki. Desa ini berada di kecamatan Kajang tepat dibagian timur
Kabupaten Bulukumba pada Posisi geografis yang demikian sehingga memiliki
peranan penting bagi Kabupaten Bulukumba sendiri maupun Provinsi Sulawesi
Selatan khususnya dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
umumnya. Peranan penting tersebut yang disertai oleh potensi sumberdaya alam
yang melimpah telah menumbuhkan keunggulan konfaratif,sehingga Desa
Mattoangin berpotensi dikembangkan dengan pesat.
Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah
adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi dan distribusi  yang
merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar
terutama pada sektor pangan. Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah
mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan
pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan
juga mempercepat pemulihan perekonomian.
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Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin
meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan ini akan diperhatikan persepsi masyarakat terhadap
seberapa besar perananah pemerintah  dalam upaya pertumbuhan ekonomi pada
sektor pangan di Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. di
Desa Mattoangin dari tahun ketahun dimana data yang digunakan untuk melihat
pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto
(PDDB) atas dasar harga konstan perkembangan PDDB untuk Kabupaten
Bulukumba selama tahun pengamatan, terus mengalami perubahan dari tahun ke
tahun seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian setelah mengalami
kelesuan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perkembangan PDDB di
Kabupaten Bulukumba secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Perkembangan PDD/ Kelurahan Bruto Desa Mattoanging
Tahun 2007
Komoditas Luas Nilai
produksi
Biaya
Pupuk Bibit Lainnya
Padi 76,3 Ha 1.560.000,00 765.000,00 350.000,00 150,000,00
Jagung 49 Ha 1.765.000,00 765.000,00 500.000,00 -
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Tabel 4.2
Perkembangan PDD/ Kelurahan Bruto Desa Mattoanging
Tahun 2008
Komoditas Luas Nilai
produksi
Biaya
Pupuk Bibit Lainnya
Padi 76,3 Ha 1.750.000,00 765.000,00 350.000,00 150,000,00
Jagung 35 Ha 1.965.000,00 765.000,00 500.000,00 150.000,00
Tabel 4.3
PDD/ Kelurahan Bruto Desa Mattoanging
Tahun 2009
Komoditas Luas Nilai
produksi
Biaya
Pupuk Bibit Lainnya
Padi 76,3 Ha 1.800.000,00 765.000,00 350.000,00 200,000,00
Jagung 40,1 Ha 2.100.000,00 765.000,00 500.000,00 300.000,00
BPS Kab.Bulukumba/ Desa Mattoanging
Tabel 4.4
Tanaman Pangan yang Dibudidayakan
Tahun 2007
Komoditas Luas Nilai produksi Biaya
Jambu Mente 1 Ha 350.000,00 250.000,00
Kapas 40 Ha 4.000.000,00 290.000,00
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Tabel 4.5
Komodiatas Buah
Tahun 2007
Jenis buah Luas Nilai produksi
Nangka 5 Ha 0,5 ton/Ha
Pisang 14 Ha 0,25 ton/Ha
BPS Kab. Bulukumba/ Desa Mattoanging
Pada tabel diatas  perkembangan  PDDB terus mengalami peningkatan di
mana pada awal periode 2007 hingga periode 2009. Namun secara umum,
peningkatan PDRB Desa Mattoanging ini dipengaruhi oleh sektor-sektor yang
dominan yaitu sektor pertanian (padi dan jagung) memberikan kontribusi sangat
besar pada pertumbuhan ekonomi.
B. Deskripsi Resopnden.
Hal yang perlu diperhatikan sdalalm menganalisis data responden adalah
jenish kelamin, umur dan jenish pekerjaan. Analisis data mengenai hal ini adag
hubungannya dengan analisim datag selanjutnya dalam penelitian ini.
1. Jenis Kelamin.
Penggolongan resp[onden mengenai jenis kelamin disajikan dalam tabel
berikut ini;
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Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin F P
1 Pria 17 56,7 %
2 Wanita 13 43,3 %
Jumlah 30 100 %
Sumber ; Data Primer Olahan, 2013
Tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase jenis kelamin responden
ternyata lebih banyak melakukan aktifitas kegiatan ekonomi atau lebih aktif
melakukan produksi dan distribusi pangan dibanding dengan responden
perempuan yang dijadikan penelitian yaitu 56,7 %. Hal ini menggambarkan
karnag laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab mencari
nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan persentase perempuan
43,3 % disebabkan oleh statush mereka yang notabenenya adalah ibu rumah
tangga yang lebih banyak berperang dalalm rumah tangga.
2. Identitas Berdasarkan Usia
Usia merupakan salah satu tolak ukur kematangan dan kedewasaan
psikologis seseorang dan dipandang penting untuk dikemukakan dalalm rangkag
melihat latar belakang kedewasaan psikologis yang menyertai kemunculan data
penelitian dari responden. Lebih jelasnya data usima responden dipaparkan padag
tabel berikut:
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Tabel 4.7
Klasifikasim Responden Berdasarkan Usia
No Usia Responden F P
1 <25 3 10 %
2 25-35 5 16,7 %
3 >35 22 73,3 %
Jumlah 30 100 %
Sumber; Data primer Diolah,2013
Tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase jenish usima responden
ternyata Usia >35 Tahun lebih banyak melakukan aktifitas perekonomian
khususnya pada sektor produksi dan distribusi pangan dibanding dengan
responden yang berusia <25 tahun yang dijadikan penelitian yakni 73,3%.
Persentase usia <25 yakni 10%, disebabkan karnag batas usia usia 24 tahun
merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang
sampai batas usia tersebut masih menggangtungkan diri pada orang tua, belum
mempunyai hak-hak penuh bagi orang dewasa (secara tradisim /adat), umumnya
belum bisag memberikan pendapatan sendiri dan sebagainya. Persentase usia 25-
35 tahun yaitu 16,7% menunjukkan usiag tersebut telah menginjak dewasa
sehingga sudah mulai melepas diri dari orang tua dengan mencari penghasilan
sendiri. Sedangkan Persentase usia >35 tahun yaitu 73,3% sudah menunjukkan
kematangan dan kedewasaan seseorang sehingga gerakan yang dihasilkan orang
yang lebih tua berbeda karena adanya pengaruh pengalaman dan situasi yang
menjadikannya lebih hati-hati, lebih mempertimbangkan buruk baiknya dan
104
melakukan sesuatu dengan suatu pemikiran. Misalnya, akan berbelanja ke kota,
dari rumah sudah memikirkan kendaraan umum jurusan mana yang akan dinaiki,
kemana saja dan apa saja yang akan dibeli, dan seterusnya.
3. Identitas Berdasarkan Pekerjaan
Hal ini dianggap juga berpengaruh terhadap penangkapan informasi
pengertahuan dan sikap responden adalah jenis pekerjaan. Penggolongan
responden berdasarkan pekerjaan disajikan dalam tabel berikut ini;
Tabel 4.8
Klasifikasi Responden Berdasarkan pekerjaan
No. PEKERJAAN F P
1 Petani 17 56,6%
2 Wiraswasta 9 30%
3 Pegawai 4 13,3%
JUMLAH 30 100%
Sumber; Data Primer Diolah, 2013
Tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase jenis pekerjaan responden
ternyata petani lebih dominan melakukan aktifitas ekonomi pada sektor produksi
dan distribusi pangan dibanding dengan responden Wiraswasta dan pegawai yang
dijadikan penelitian yakni petani dengan persentase 56,6% disebabkan karena
petani mempunyai kompetensi pada produksi pangan, sedangkan persentase
wiraswasta 30% karena wiraswasta cenderung hanya bergerak pada wilayah
penyaluran hasiml pangan atau memperdagangkan hasiml produksi pangan dan
persentase pegawai yakni 13,3% hampir sama dengan wiraswasta yang hanya
pada kondisi tertentu melakukan pengolahan komoditas pangan.
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C. Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Pemerintah Daerah
Pengembangan Ekonomi Sektor Produksi dan Disribusi Pangan di Desa
Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupate Bulukumba.
1. Arah kebijakan pengembangan ekonomi mengacu pada peningkatan sistem
produksi dan distribusi pangan.
Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-
negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan
positif.karena pemerintah harus mempnyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama
yang berkenaan denagn upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran
rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan
bernilai tinggi.
Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sector
perekonomian seperti pada sektor peningkatan ekonomi produksi dan distribusi
pangan. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh Negara atau
pemerintah melalui kebijakannya dalam upaya mencapai pertumbuhan yang
seimbang.karena kesimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap
produksi,distribusi dan konsumsi komoditas. Salh satu contoh kebijakannya
adalah pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-
langkah psikologis,ideology,social,dan politik yang menguntungkan bagi
pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah.
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi
produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dan dengan usaha-usaha
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untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk didalamnya peningkatan
produksim dan distribusi pangan. Melalui  kebijakan pemerintah yang terkait
dengan ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem
ketersediaan,produksim dan distribusi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi
menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik
dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi
berfungsi mewujudkan sistem produksi dan distribusi yang efektif dan efisien
untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam
jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.
Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan
pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi,
keamanan dan kehalalannya.
Sumber penyediaan pangan diwujudkan dari produksi dalam negeri,
cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan dilakukan apabila produksi
pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi
dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian
pangan ke seluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga.
Di sisi lain, penganekaragaman pangan dengan berbasis sumberdaya
pangan lokal harus ditingkatkan. Dengan keanekaragaman pangan dan didukung
pula dengan teknologi pengolahan pangan yang bertujuan menciptakan kesadaran
masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusi  aneka ragam pangan. Namun
berbagai respon dari masyarakat tentang arah kebijakan pengembangan ekonomi
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mengacu pada peningkatan sistem produksi dan distribusi pangan akan dijelaskan
tabel berikut;
Tabel 4.9
Persepsi Responden berdasarkan arah kebijakan pengembangan ekonomi
mengacu pada peningkatan sistem produksi dan distribusi pangan
No. PERSEPSI RESPONDEN F P
1 Sangat baik 19 63,3%
2 Baik 11 36,7%
3 Tidak baik - -
4 Sangat tidak baik - -
JUMLAH 30 100%
Sumber ; Data Primer Diolah, 2012
Berdasarkan pada tabel di atas menggambarkan bahwa arah kebijakan
pengembangan ekonomi mengacu pada peningkatan sistem produksi dan
distribusi pangan benar-benar telah diterapkan dengan sangat baik dalam rangka
pengembangan ekonomi pada sektor produksi dan distribusi pangan di Desa
Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan persentase 63,3%
disebabkan karena kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan adanya upaya
peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya petani yang notabenenya adalah
pelaku produksi dan distribusi pangan. Sedangkan respon nasabah yang
menyatakan baik dengan persentase 36,6% karena hanya beberapa komoditas
pangan saja yang tersentuh oleh kebijakan pemerintah, selain itu masyakat menilai
sumber daya yang berkualitas dan didorong oleh pengguanaan teknologi adalah
faktor utama peningkatan hasil produksi dan distribusi pangan, terkait dengan hal
tersebut pemerintah harus lebih intensif melakukan pembinaan dan penyaluran
alat teknologi, terutama pada petani.
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2. Penentuan sikap dalam rangka menjaga ketahan pangan
Dalam hal ini pemerintah dalam melihat berbagai permasalahan ekonomi
hendaknya tanggap serta sensitive terhadap berbagai masalah
masyarakatnya.misalnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan.Beberapa
upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah
kemiskinan pada pembangunan nasional. Pemerintah terus aktif melakukan
kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan
pangan, penyadiaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan
pendidikan. Kebijakan ini terlihat dari program penyediaan distribusi bahan
makanan, program wajib belajar 9 tahun, pembangunan perumahan rakyat, dan
lain-lain. Sektor pertanian dan usaha kecil memegang peranan penting dalam
pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan
produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.
Berbagai respon dari nasabah tentang Penentuan sikap dalam rangka menjaga
ketahan pangan akan dijelaskan tabel berikut;
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Tabel 4.10
Persepsi Responden Berdasarkan Penentuan sikap dalam rangka menjaga
ketahan pangan.
No. PERSEPSI RESPONDEN F P
1 Sangat baik 16 53,3%
2 Baik 14 46,7%
3 Tidak baik - -
4 Sangat tidak baik - -
JUMLAH 30 100%
Sumber ; Data Primer Diolah, 2012
Berdasarkan pada tabel di atas menggambarkan bahwa  penentuan sikap
dalam rangka menjaga ketahan pangan benar-benar telah diterapkan dengan
sangat baik rangka pengembangan ekonomi pada sektor produksi dan distribusi
pangan di Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba  dengan
persentase 53,3% karena Pemerintah terus aktif melakukan kewajibannya dalam
memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan, penyadiaan
perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Kebijakan ini
terlihat dari program penyediaan distribusi bahan komoditas hasil produksi
pangan. Sedangkan penerapan penentuan sikap dalam rangka menjaga ketahan
pangan dengan persentase baik 46,7% disebabkan karena pada posisi strategisnya
dan selaku pemegang kekuasaan yang telah diamanahkan oleh masyarakat,
pemerintah dianggap kurang mampu mengembangkan usaha ekonomi didesa
melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan jagung
selain itu meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan
pengolahan secara efektif serta kurangnya upaya  memperluas jejaring kerja sama
distribusi/pemasaran.
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3. Pengawasan konversi lahan pertanian, penggunaan teknologi dan pengawasan
produksi dan distribusi hasil pertanian
Laju konversi lahan pertanian, khususnya sawah, mengalami perubahan
yang sangat signifikan. Laju konversi terjadi akibat kebutuhan pemenuhan lahan
bagi pemukinan dan industri. Bila tidak segera ditangani, maka sektor pertanian
guna memenuhi kebutuhan pangan akan mengalami gangguan. Lahan pertanian
khususnya sawah yang semakin sempit dan sedikit pada akhir-akhir ini semakin
dipersempit oleh perumusan kebijakan lahan yang tidak jelas. Jika di beberapa
kabupaten terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan, di perkotaan alih
fungsi lahan untuk jalan, perkantoran, dan perumahan. Di samping itu juga lahan
sawah terjadi alih fungsi untuk lapangan olah raga dan objek rekreasi.
Pada abad millenium sekarang ini, peranan teknologi sudah merasuk ke
dalam setiap aspek kehidupan. Tidak terkecuali bidang pertanian. Bahkan
teknologi pertanian saat ini dan ke depan akan semakin berpengaruh. Arah
pengembangan teknologi pertanian adalah untuk meningkatkan efisiensi pertanian
yang mencakup spektrum teknologi terkait dengan teknologi pengembangan
sarana produksi (benih, pupuk dan insektisida), teknologi pengolahan lahan
(traktor), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan
konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan
berimbang, pola tanam, pergiliran varietas), serta teknologi pengendalian hama
terpadu (PHT). Teknologi pertanian sangat berperan penting dalam mendukung
pengembangan pertanian pangan baik di areal lama (intensifikasi) maupun
pengembangan baru (ekstensifikasi). Melalui asupan teknologi, maka upaya untuk
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mewujudkan ketahanan pangan akan dapat dijalankan dan dicapai. Dengan
demikian, penggunaan teknologi pertanian yang tepat, bisa dikatakan sebagai
upaya kewaspadaan nasional terhadap ketahanan pangan.
Paroduksi dan distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan
pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara
baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi.
Produksi dan distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif,
efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan
kebutuhan masyarakat. Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap
kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap
rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi
menurun.
Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan
dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Masih adanya penduduk miskin, daerah rawan pangan, produksi pangan
dihasilkan tidak merata antar wilayah dan sepanjang waktu, potensi sumberdaya
alam yang berbeda di masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap distribusi
dan pasokan bahan pangan. Kondisi ini, pada akhirnya akses pangan bagi setiap
individu rumah tangga akan semakin menjadi rendah apabila ketersediaan pangan
setempat terbatas, pasar tidak tersedia, transportasi terbatas, pendapatan rendah,
pendidikan terbatas, pengangguran tinggi, budaya setempat belum memadai. Oleh
sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu
kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses pangan bagi setiap rumah
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tangga di dalam memenuhi kecukupan pangannya. Dengan memberikan perhatian
yang serius terhadap persoalan aksesibilitas dan distribusi pangan, dapat diartikan
juga sebagai wujud implementasi kewaspadaan nasional terhadap ketahanan
pangan. Berbagai respon dari nasabah tentang Pengawasan konversi lahan
pertanian, penggunaan teknologi dan pengawasan produksi dan distribusi hasil
pertanian akan dijelaskan tabel berikut;
Tabel 4.11
Pengawasan konversi lahan pertanian, penggunaan teknologi dan
pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian
No. PERSEPSI RESPONDEN F P
1 Sangat baik 14 46,7%
2 Baik 15 50%
3 Tidak baik 1 3,3%
4 Sangat tidak baik - -
JUMLAH 30 100%
Sumber ; Data Primer Diolah, 2012
Berdasarkan pada tabel di atas menggambarkan respon masyarakat  terhadap
Pengawasan konversi lahan pertanian, penggunaan teknologi dan pengawasan
produksi dan distribusi hasil pertanian dengan persentase 46,7% masyarakat
menyatakan sangat baik karena laju konversi lahan pertanian, khususnya
perkebuanan masih dalam kontrol pemerintah sehingga tidak terjadi perubahan
yang begitu signifikan, hanya pada area yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai
lahan perumahan, kantor dan sekolah dapat dialih fungsikan karena dipandang
sebagai sarana kebutuhan masyarakat. Dengan demikian kinerja pemerintah telah
memperlihatkan kewaspadaan jika lahan sawah atau perkebunan banyak dialihkan
ke lahan lainnya sehingga pada akhirnya akan berakibat pada kedaulatan bangsa
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dan negara khususnya didaerah itu sendiri akan tergadaikan, integrasi bangsa bisa
terganggu, begitu pula dengan produksi dan distribusi pangan terselenggara secara
baik dan efesian. Persentase 50% masyarakat menyatakan baik disebabkan
karena kurangnya fasilitas tekhnologi yang disediakan oleh pemerintah sehingga
berakibat pada produksi dan distribusi pangan berjalan secara lambat. Sedangkan
Persentase 3,3% masyarakat menyatakan tidak baik karena masrakat menilai
pemerintah hanya pro aktif pada urusan politik dan mengesampingkan pelayanan
publik, terutama yang terkait dengan pegembangan ekonomi dan kesejahteraan
masyakat.
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap
Pereanan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Sektor Produksi dan
Pisribusi Pangan di Desa Mattoangin Kecamatan Kajang kabupate
Bulukumba.
1. Pelayanan pemerintah daerah
Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang
diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara”. Pelaksanaan peran pemerintah dalam
kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor
perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan pendirian BUMN
berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah seperti Memberikan sumbangan
bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
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khususnya, mencari keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang
banyak, Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi dan turut aktif memberikan bimbingan dan
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Dengan demikin pelayanan pemerintah manjadi poin penting bagi masyarakat
untuk dapat melihat integritas dan kepedulian pemerintah daerah dalam
membangung daerahnya. Pada sektor pertumbuhan ekonomi misalnya, pelayanan
yang memadai untuk membantu masyarakat mendongkrat taraf hidupnya untuk
mencapai kesejahteraan. Terdapat berbagai macam respon masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikanoleh pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi
khususnya pada sektor produksi dan distribusi pangan, akan dipaparkan pada
tabel berikut ini:
Tabel 4.12
Persepsi Responden Berdasarkan Pelayanan Terbaik
No. PERSEPSI RESPONDEN F P
1 Sangat baik 25 83,3%
2 Baik 5 16,7%
3 Tidak baik - -
4 Sangat tidak baik - -
JUMLAH 30 100%
Sumber; Data Primer Diolah 2012
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui respon masyarakat
terhadap terhadap pelayanan yang diberikan sangat baik dengan persentase
83,3% disebabkan karena keramahan, kejujuran dan kepedulian pemerintah
daerah sangat dirasakan oleh msyarakat, sedang 16,7% masyarakat yang
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menyatakan pelayanannya itu baik disebabkan karena kurang tepat waktu dalam
mengambil keputusan sehingga dibutuhkan kesabaran masyarakat dan
lambangnya pelayanan atau bantuan subsidi faktor pendukung peningkatan
produksi dan distribusi pangan
Parasuraman, Zeithaml dan Berry membentuk model mutu pelayanan
yang menyoroti syarat-syarat utama yang memberikan mutu pelayanan yang
diharapakan. Adapun model ini mengidentifikasikan lima kesenjangan yang
mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa,1 yaitu :
a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Dalam hal
ini manajeman tidak selalu memahami benar apa yang menjadi keinginan
pelanggan.
b. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu pelayanan.
Dalam hal ini manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan
pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik.
c. Kesenjangan antara spesifikasi mutu pelayanan dan penyampaian jasa.
Dalam hal ini para personel mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu
memenuhi standar.
d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Dalam hal
ini harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil-wakil
dan iklan perusahaan.
1Dini Ratih Priyanti, Analisis Mutu Pelayanan di Bank Syariah: Study Kasus pada Unit
Usaha Syariah Bank Permata (Thesis Pascasarjana, Program Magister Manajemen, Universitas
Gunadarma, Depok, 2007), h. 2.
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e. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Dalam hal
ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang
berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai mutu pelayanan.
Pemerintah merupakan lembaga intermediasi membutuhkan kepercayaan
dari masyarakat sehingga kelangsungan sektor pelayanan dibidang pertumbuhan
ekonomi sebagai urat nadi perekonomian dapat terus berjalan. Kepercayaan dari
masyarakat dikelola secara profesional mulai dari segi pelayanannya, kebijakan
strategisnya yang baik, segi kualitas menejmen kepemimpinan/pemerintahan
yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan, serta
pemerintah juga inovatif dalam membangung ekonomi daerah sesuai yang
dibutuhkan oleh masyarakat.2
Kepuasan pelanggan sering dihubungkan dengan faktor kualitas layanan
dan fitur layanan seperti kemudahan (convenience), daya saing (competitiveness)
dan lokasi yang disediakan penyedia jasa. Kepuasan pelanggan sering tergantung
pada kualitas produk atau jasa layanan yang ditawarkan.3
2. Peningkatan Ekonomi
Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan  ekonomi sektor
produksi dan distribusi pangan dapat memberikan peningkatan ekonomidan
kesejahteraan msyarakat dengan terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu pangan.
2Andi Lesmana, Analisis Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan Bank Mandiri (Persero)
tbk di Bagian Retail dan Consumer Risk Group (Thesis Pascasarjana, Magister Manajemen,
Universitas Gunadarma, Depok, 2008), h. 2.
3Ibid., h. 8.
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Namun respon masyarakat yang dapat memberikan perubahan dari segi ekonomi
akan dipaparkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.13
Persepsi Responden Berdasarkan Pemberian Peningkatan pada Ekonomi
No. PERSEPSI RESPONDEN F P
1 Sangat baik 18 60%
2 Baik 12 40%
3 Tidak baik - -
4 Sangat tidak baik - -
JUMLAH 30 100%
Sumber; Data Primer Diolah, 2012
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa peranan
pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi
pangan sangat baik terhadap pemberian perubahan ekonomi dengan persentase
60% disebabkan karena peningkatan ekonomi yang diperoleh msayarakat sangat
menonjol terutama msyarakat yang menerima bantuan berupa pupuk  bersubsidi
atau penyaluran bibit unggul untuk memenuhi peningkatan panen dan hasil yang
lebih unggul, sedangkan respon nasabah yang menyatakan baik dengan
persentase 40% karena peningkatan ekonomi yang diperoleh merupakan suatu
keunntungan dan hal ini banyak dirasakan oleh masrakat yang bekerjag secara
mandiri tanpa melalui campur tangan pemerintah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dari hasil penelitian serta berdasarkan analisis
yang dilakukan dalam penelitian persepsi masyarakat terhadap peranan
pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi
pangan Pada Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Pemerintah daerah dalam
pengembangan ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan pada Desa
Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Arah
kebijakan pengembangan ekonomi mengacu pada peningkatan sistem produksi
dan distribusi pangan, penentuan sikap dalam rangka menjaga ketahan pangan
dan Pengawasan konversi lahan pertanian, penggunaan teknologi dan
pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian. Persepsi ini yang menjadi
nilai unggul terhadap pemerintah Desa Mattoanging dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi sektor produksi
dan distribusi pangan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peranan
pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi sektor produksi dan
distribusi pangan pada Desa Mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba diantaranya adalah Pelayanan pemerintah daerahdalam hal ini
pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang
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diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Dan Peningkatan Ekonomi dalam hal ini peranan pemerintah daerah
dalam pengembangan  ekonomi sektor produksi dan distribusi pangan dapat
memberikan peningkatan ekonomidan kesejahteraan msyarakat dengan
terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu pangan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran atau rekomendasi
kepada pihak yang berkompeten yaitu:
1. Kepada pemerintah daerah Desa mattoanging Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba hendaknya lebih progresif dalam upaya mengembangkan
perekonomian didaerah khususnya pada sektor pangan.
2. Selaku pemegang kekuasaan didaerah dan pemegang amanah masyarakat
khususnya di desa, pemerintah hendaknya menyalurkan alat atau sarana
teknologi bagi masyarakat pengelola pangan melalui pelatihan terlebih
dahulu.mesih penggarap misalnya, karna dengan adanya teknologi tersebut
maka waktu pengelolaan atau produksi dan distribusi pangan akan lebih
singkat dan tentunya menuai hasil yang lebih berkualitas.
3. Hendaknya pemerintah daerah Desa Mattoanging kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba membuka membuk jaringan kerja sama dengan pihak
lain melalui pembiayaan atau investasi  agar produksi dan distribusi pangan
didaerah mengalami peningkatan secara signifikan dan hasilnya dapat
diperhitungkan dipasar dunia.
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